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Lembaga perbankan merupakan inti keuangan di suatu negara. Bank merupakan lembaga 

keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha, bahkan 

lembaga-lembaga pemerintahan menumpan dana yang dimilikinya. Salah satu kegiatan 

bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit 

harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah. Dalam 

pemberian kredit, bank rentan akan tindak-tindak pidana di bidang perbankan baik yang 

diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun peraturan lainnya di luar Undang-

Undang Perbankan. Tulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Head Corporate 

Legal Officer dalam pemberian kredit dengan mengambil contoh kasus pemberian kredit 

oleh PT Bank Century Tbk. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian antara praktik 

dengan peraturan pemberian kredit di PT Bank Century Tbk, serta tidak adanya tanggung 

jawab Head Corporate Legal Officer dalam kasus pemberian kredit tersebut sehingga 

Head Corporate Legal Officer PT Bank Century Tbk tidak dapat dijerat dengan Pasal 49 

ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.  
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Banking institutions is one of the primary financial establishments of a State. Bank as a 

financial institution manages the funds of many prime entities including individuals, 

businesses, and even governmental agencies. One of the fundamental activities of 

banking institutions are channeling funds to the public in the form of credit. In giving 

credit, banks abide by the principles of responsible lending which includes the 

Precautionary Principle and the Know Your Customer Principle. In lending, banks are 

vulnerable to crimes in both the regulated banking sector governed by the Banking Act 

and other legislation outside of the Banking Act. This paper discusses the responsibilities 

of Head Corporate Legal Officer in the provision of credit by taking an example case of 

lending as done by PT Bank Century Tbk. This paper assesses the issue using normative 

juridical research methods that include literature review and interviews that lead to the 

conclusion that in this case there is a discrepancy between the regulatory practices of 

credit at PT Bank Century Tbk, and an absence of obligation by the Head of Corporate 

Legal Officer in the case of credit lending resulting in the conclusion that the Head of 

Corporate Legal Officer of PT Bank Century Tbk should not have been found guilty by 

Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Act. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Melakukan pembahasan perkembangan perekonomian dewasa ini, tidak dapat 

dilepaskan dari suatu bentuk badan usaha yang selama ini paling banyak 

melakukan kegiatan usaha yaitu bentuk badan usaha perseroan terbatas, dan 

sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, bentuk badan usaha perseroan 

terbatas perlu mempunyai landasan hukum yang kuat agar mampu menjamin 

terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif serta dapat memberikan 

kepastian hukum bagi pengusaha, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. 

Berkaitan dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas tersebut, bank adalah 

salah satunya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan 

di Indonesia memungkinkan suatu bank untuk didirikan dengan bentuk badan 

hukum sebagai sebuah perseroan terbatas yang mana kegiatannya adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat biasanya dilakukan dengan mengadakan penyimpanan dana 

masyarakat dalam bentuk deposito dan lain sebagainya, sementara kegiatan 

penyaluran dana kepada masyarakat biasanya dilakukan dalam bentuk pinjaman 

atau kredit.   

Keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank dilandasi dengan 

kepercayaan bahwa dananya akan dikelola secara baik dan masyarakat dapat 

menarik dananya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dengan bank 

yang bersangkutan disertai dengan imbalan berupa bunga. Dari kasus-kasus yang 

terjadi di Indonesia, sejak dulu nasib nasabah selalu berada dalam posisi yang 

kurang menguntungkan apabila timbul maslaah di bank tempat ia menyimpan 

dananya. Padahal melihat kepada teknis operasional perbankan, dana bank yang 

diberikan kepada pihak lain dalam bentuk kredit sebagian besar berasal dari dana 

masyarakat yang telah berhasil dihimpunnya. Masyarakat yang menyimpan dana 

dengan demikian sesungguhnya ikut menentukan kelangsungan hidup suatu bank 

sehingga sudah selayaknyalah masyarakat diberikan perlindungan untk dapat 
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memperoleh kembali dananya, dan sudah seharusnya pula proses atau mekanisme 

pemberian kredit perlu diperhatikan secara seksama dan mendetail, karena seperti 

yang telah disampaikan sebelumnya, uang yang digunakan untuk memberikan 

kredit sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang kemudian diamanatkan 

kepada bank untuk dikelola. 

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. 

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, 

badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-

lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan 

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian.
1
 Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan 

dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Peranan lembaga perbankan tidak 

dapat dikesampingkan terutama dalam hal pengerahan dana masyarakat. Bank 

sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki 

peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai 

lembaga perantara keuangan masyarakat (financial intermediary), bank menjadi 

media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) 

dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (lack of funds).
2
 

Peraturan mengenai bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Berkaitan dengan 

Undang-Undang tersebut, maka pengertian bank sesuai dengan Pasal 1 butir 2 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan bahwa 

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
3
 

                                                
1Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana,2008), hal. 7.  

2Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 

hal. 67.  

3 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1. 
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Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen 

pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak.
4
 Perbankan merupakan salah satu sector industri 

yang memiliki peranan sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Hal ini 

disebabkan karena bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dekat dengan 

masyarakat yang telah diberikan fungsi intermediasi oleh pemerintah untuk 

mempercepat pembangunan secara baik, makro maupun mikro. Peran tersebut 

diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari 

masyarakat. Melalui fungsi tersebut, dana yang dihimpun bank dari masyarakat 

disalurkan kembali melalui pemberian kredit dan jasa untuk melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian sehingga roda perekonomian dapat bergerak.
5
 

Dari definisi bank di atas dapat dilihat bahwa salah satu kegiatan bank adalah 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya. Kegiatan menyalurkan dana (Lending) merupakan kegiatan 

menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.
6
 Penyaluran dana yang 

dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam 

masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank 

terdiri dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan 

jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Dalam Pasal 1 Butir 11 UU 

No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”.
7
 Tentunya, bank dalam memberikan kredit harus mematuhi 

                                                
4 Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perbankan. 

5 Ibid.UU Perbankan, Ps.1 ayat 2. 

6 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 32.  

7 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1. 
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asas-asas dalam bidang perbankan. Ada 2 prinsip umum perbankan yang harus 

dipenuhi yaitu prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip 

mengenal nasabah (know your customer principle). Hal tersebut secara implisit 

termaktub dalam Pasal 29 UU Perbankan.  

Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, 

koperasi, atau perusahaan daerah.
8
 Dalam hal bank berbentuk badan hukum 

perseroan terbatas (PT), dalam melakukan perbuatan hukum bank harus bertindak 

dengan perantara orang alamiah (natuurlijke person), yang bertindak atas 

tanggung jawab bank yang merupakan badan hukum tersebut.
9
 Organ perseroan 

terbatas meliputi komisaris, direksi, serta rapat umum pemegang saham.
10

 

Oleh karena bank menyimpan uang dan menyalurkannya ke masyarakat, bank 

rentan akan tindak-tindak pidana di bidang perbankan baik yang diatur dalam UU 

Perbankan maupun di luar UU Perbankan. Tindakan-tindakan tersebut dapat 

dilakukan baik oleh organ perusahaan bank itu sendiri, pegawai bank, nasabah 

bank, maupun pihak ketiga lainnya. 

Salah satu kasus tindak pidana di bidang perbankan adalah kasus pemberian 

kredit Bank Century ke 4 (empat) perusahaan yaitu PT Canting Mas Persada, PT 

Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Investment Indonesia, serta PT Signature 

Capital Indonesia (PT CMP, PT WWR, PT ACI, PT SCI) . Kasus Bank Century 

merupakan sebuah kasus yang cukup kompleks. Kasus ini merupakan sebuah 

preseden yang menarik untuk disimak di mana banyak dugaan yang mengarahkan 

kasus ini terhadap sebuah skandal politik, tindak pidana korupsi yang melibatkan 

petinggi-petinggi negara atau tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab.
11

 

                                                
8 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998. 

9 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta:2009), hal. 91. 

10 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1 angka 2 

11 http://jakarta45.wordpress.com/category/jiwa-semangat-nilai-nilai-45/page/105/ , diunduh 

20 Mei 2011 

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011

http://jakarta45.wordpress.com/category/jiwa-semangat-nilai-nilai-45/page/105/


5 

 

Universitas Indonesia 

 Kasus ini melibatkan pegawai bank tersebut yang bernama Arga Tirta Kirana 

yang merupakan seorang Head Corporate Legal Officer. Menarik untuk 

diperhatikan, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mengawasi 

kegiatan perseroan adalah direksi dan komisaris secara berurutan. Tanggung 

jawab direksi tersebut tercantum dalam Pasal 97 UUPT. Sementara mengenai 

kegiatan melakukan pengawasan komisaris atas pengurusan PT tercantum dalam 

Pasal 108 UUPT. Namun, UUPT tidak sepenuhnya mengatur format anggaran 

dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART). Oleh sebab itu, dimungkinkan 

seorang karyawan perseroan mempunyai tanggung jawab hukum keluar.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal tanggung jawab 

perseroan (corporate liability). KUHP hanya mengenal tanggung jawab 

perseorangan (personal liability). Sedangkan dalam UU Perbankan, diatur konsep 

mengenai corporate liability dan personal liability.  

Perlu diperhatikan, bahwa Arga dalam pledoinya menyatakan “… yang 

bertanggung jawab kepada direksi.” Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

jabatan Head Head Corporate Legal Officer bukanlah bagian dari jajaran direksi 

bank. Hal ini disebabkan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT, direksi bertanggung 

jawab kepada Perseroan bukan anggota direksi lainnya. Direksi sendiri bila lebih 

dari satu bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada perseroan.
12

 Lebih 

dari itu, direksi hanya dapat diangkat oleh RUPS bukan dengan surat keputusan 

direksi
13

 Hal tersebut tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT. Dengan 

demikian, dapat dipastikan bahwa secara struktural, Arga bukanlah direksi 

Perseroan melainkan karyawan Perseroan yang bertanggung jawab kepada 

direksi. 

Oleh karena pembahasan latar belakang di atas, maka penulis akan menyusun 

skripsi yang berjudul : “Tanggung Jawab Corporate Legal Officer dalam kasus 

pemberian kredit PT Bank Century Tbk”. Dalam membahas skripsi ini, 

                                                
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 97 

ayat (4) 

13 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 94 

ayat (1) 
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penulis akan melakukan analisa terhadap putusan kasus tersebut sehingga akan 

dapat ditemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada. 

1.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat 

dua pokok permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaturan proses pemberian kredit di Bank Century? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab Head Corporate Legal Officer dalam 

kasus pemberian kredit Bank Century? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.1.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah: 

1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat mengenai 

pengetahuan hokum serta memberi masukan-masukan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Untuk mengetahui dan memahami makna dari tanggung jawab Head 

Corporate Legal Officer suatu bank dalam kaitannya dengan 

pemberian kredit bank khususnya dalam kasus pemberian kredit oleh 

Bank Century Tbk 

 

1.1.2 Tujuan Khusus 

Untuk dapat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan umum penelitian, 

ada beberapa tujuan khusus lainnya yang harus pula mendapat perhatian, 

yaitu: 

a. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah pengaturan proses pemberian 

kredit di Bank Century. 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Head Corporate 

Legal Officer dalam kasus pemberian kredit Bank Century Tbk 

1.4. Kerangka Konsepsional 

Dalam hal melakukan penelitian hukum normatif, definisi yang akan 

diuraikan adalah definisi yang diambil dari peraturan perundang-undangan, 

karena pengertian yang ada pada peraturan perundang-undangan merupakan 
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pengertian yang relatif lengkap mengenai istilah, sehingga dapatlah dijadikan 

pedoman dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. 

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Fungsi definisi ini 

sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang-

kadang kurang jelas atau diberikan bermacam-macam pengertian yang tidak 

jarang secara a priori bersifat negatif. Oleh karena itu, definisi operasional 

menjadi pengarah di dalam penelitian dan sekaligus befungsi sebagai 

pegangan. Apabila definisi belum lengkap, maka ada kemungkinan bahwa 

definisi tersebut dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

Dalam penulisan ini, penulis akan mempergunakan beberapa istilah yang 

berkaitan dengan materi dari skripsi ini, agar terdapat kesamaan persepsi 

mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut di bawah ini nantinya 

sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional yang 

akan dipakai oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya
14

 

2. Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masayarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
15

 

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
16

 

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 

                                                
14 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1. 

15Ibid., Pasal 1 angka 2 

16Ibid., Pasal 1 angka 3 
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dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.
17

 

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 

bank nerdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu
18

 

6. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.
19

 

7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
20

 

8. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
21

 

9. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 

modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

                                                
17Ibid., Pasal 1 angka 4 

  
18Ibid., Pasal 1 angka 5 

19Ibid., Pasal 1 angka 9  

 
20Ibid., Pasal 1 angka 11 

21Ibid., Pasal 1 angka 12 
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keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan 

prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
22

 

10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank
23

 

11. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan
24

 

12. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
25

 

13. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
26

 

14. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan 

Dewan Komisaris.
27

 

15. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, 

adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 

ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
28

 

16. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 

                                                
22Ibid., Pasal 1 angka 13  

 
23Ibid., Pasal 1 angka 16 

24Ibid., Pasal 1 angka 18 

25Ibid., Pasal 1 angka 28 

26Undang-Undang PT, Op.Cit., Pasal 1 angka 1  

 
27Ibid., Pasal 1 angka 2  
 
28Ibid., Pasal 1 angka 4  

 

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011



10 

 

Universitas Indonesia 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar.
29

 

17. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
30

 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi 

yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah metode yang 

metodologis, sistematis, dan konsisten. Dalam skripsi ini dipergunakan 

Metode Penelitian normatif, yaitu penelitian dengan memanfaatkan data 

sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Biasanya, pada penelitian 

hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang 

mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,
31

 yang mana 

penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika 

hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
32

 Studi 

kepustakaan didukung oleh wawancara kepada informan terkait guna 

memperkuat data yang diperoleh dari kepustakaan tersebut. 

Data dan informasi yang telah diperoleh penulis akan diolah secara 

kualitatif guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Analisis dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis 

normatif, adalah:
33

 

A. Merumuskan asas-asas hukum, baik data dari sosial maupun dari data 

hukum positif tertulis; 

B. Merumuskan pengertian-pengertian hukum; 

                                                
29Ibid., Pasal 1 angka 5  

 
30Ibid., Pasal 1 angka 6   

 
31 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52. 

32 Ibid., hlm. 52 

33 Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm.166. 
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C. Pembentukan standar-standar hukum; 

D. Perumusan kaidah-kaidah hukum. 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis data yang dipergunakan yaitu data 

primer dan data sekunder, yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mencakup ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan 

mengikat.
34

 Kekuatan mengikat disini adalah peraturan perundang-

undangan yang mengikat terhadap masyarakat dan berkaitan dengan 

pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait 

lainnya.  

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 

penulisan ini, yang memberikan penjelasan yang mendalam mengenai 

bahan hukum primer
35

 berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel 

yang memuat pendapat ahli tentang masalah yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan skripsi ini. 

3. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.
36

 Bahan yang dipakai dalam hal ini adalah kamus, baik 

kamus hukum maupun kamus bahasa asing, termasuk namun tidak 

terbatas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black’s Law 

Dictionary. 

                                                
34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3 (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm.12. 

35 Ibid., hlm. 12. 

36 Ibid. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Pada bab satu akan dibahas mengenai pandangan umum tentang penulisan 

skripsi ini. Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsepsional, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

Bab II Teori dan Praktik Pemberian Kredit Bank  

Meliputi : 

- Fasilitas kredit menurut perundang-undangan di bidang perbankan 

- Prosedur pemberian kredit menurut peraturan perundang-undangan di 

bidang perbankan 

 

Bab III  Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Head Corporate Legal 

Officer Bank Dalam Pemberian Kredit 

Meliputi : 

- Tanggung jawab dan wewenang direksi di Bank menurut peraturan 

perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan perbankan 

- Tanggung jawab dan wewenang  Komisaris di Bank menurut peraturan 

peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan 

perbankan 

- Tanggung jawab dan wewenang Head Corporate Legal Officer dalam 

pemberian kredit 

 

BAB IV  Analisa Putusan Nomor: 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST. Tentang 

Pemberian Kredit oleh PT Bank Century Tbk  

Meliputi :  

- Kasus posisi 

- Kesesuaian proses pemberian kredit Bank Century dalam praktik dengan 

peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain 
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- Tinjauan tanggung jawab Head Corporate Legal Officer berdasarkan SK 

Direksi Bank Century 

 

BAB V Penutup 

Meliputi : 

- Kesimpulan 

- Saran 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT BANK 

 

2.1. Fasilitas Kredit Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

2.1.1. Pengertian Kredit 

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat 

konvensional dari suatu bank bahkan beberapa pakar mengatakan bahwa fungsi 

tradisional bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, namun demikian bentuk pemberian kredit adalah bentuk 

penyaluran dana yang paling umum.
37

 

Dalam memberikan kredit, bank harus yakin bahwa si nasabah benar-benar 

dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan 

analisis kredit.
38

 Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau 

perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta factor-faktor lainnya. 

Analisis kredit tersebut bertujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan 

benar-benar aman.  

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan 

bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga 

mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi karena ketidaktahuannya, bank 

tetap memberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang 

disalurkan - yang sebenarnya tidak layak - akan berakibat sulit untuk ditagih alias 

macet. Namun faktor salah analisis ini hanyalah salah satu penyebab utama gagal 

bayar. Penyebab lain bisa saja disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak 

dapat dihindari oleh nasabah, seperti kebanjiran, atau gempa bumi atau dapat pula 

kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.  

Di dalam percakapan sehari-hari istilah kredit bukan merupakan hal asing lagi. 

                                                
37 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama), 

hlm. 139  

38Kasmir, Op. Cit., hlm.  101  
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Ini menandakan bahwa istilah itu telah dikenal dan jauh melanda kehidupan 

ekonomi, baik di kota maupun pedalaman. Di dalam teknologi ekonomi, 

keuangan dan perbankan, istilah kredit mempunyai lebih dari satu pengertian. 

Kredit dikenal dalam arti “memberi kredit” dan “kredit dokumenter”. “Memberi 

Kredit” adalah sinonim dengan menggunakan kredit. Maksudnya ialah perjanjian 

pinjam uang (Belanda: krediet verlening, kredit openen, geldlening, Inggris: 

advance, loan).
39

 

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya. Dasar 

dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu 

yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan 

kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank karena dana 

yang ada di bank sebagain besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan 

kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya 

untuk menentukan pemberian kredit.
40

 Seseorang yang memperoleh kredit berarti 

memperoleh kepercayaan, dengan demikian dasar dari kredit adalah 

kepercayaan.
41

 

Menurut Kamus Perbankan, kredit adalah penyediaan yang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.
42

 

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, 

maksudnya bahwa pengembalian atas penerimaan uang dan/atau barang tidak 

                                                
39 Miriam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank: Beberapa Masalah Hukum Dalam 

Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam 

Praktek Di Medan, Cet.V, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.  22. 

40Drs. Muhammad Djumhana, SH., Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hlm. 217  

41Edy Putra The‟man, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 

hlm. 1.  

42 Sujana Ismaya, Kamus Perbankan: Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, (Bandung: 

Pustaka Grafika, 2006), hlm. 76.  
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dilakukan bersamaan pada saat menerimanya.  

Perkataan kredit berarti kepercayaan, jadi dasar dari pemberian kredit adalah 

kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit dari dari 

suatu bank, maka orang tersebut memperoleh kepercayaan dari bank itu, artinya 

dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank, disalurkan kembali kepada 

masyaryak dengan suatu kepercayaan atau keyakinan akan dapat dikembalikan 

lagi kepada bank. Walaupun sekarang ini kata kredit telah berkembang, tetapi 

dalam tahap apapun dan kemanapun arah berkembangnya akan tetap mengandung 

unsur kepercayaan.  

Dalam dunia bisnis, kredit juga memiliki banyak arti seperti kredit yang 

diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Pada umumnya dalam dunia bisnis, 

kata kredit memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan 

akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau 

jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.
43

 

Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah berbeda, namun 

mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Disamping kredit yang 

digunakan oleh bank konvensional, istilah lainnya adalah pembiayaan yang 

digunakan pada bank syariah. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan 

kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah 

„kredit‟, sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

menggunakan istilah „pembiayaan berdasarkan prinsip syariah‟.
44

 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, maka menurut Pasal 1 angka 11 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka definisi kredit 

adalah sebagai berikut:
45

 

                                                
43A. Abdurrahman, Ensiklopedi Ekonomi,Keuangan,Perdagangan (Jakarta: PT Pradnya 

Paramitha, 1991), hlm. 279  

44 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cet.1. (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama) hlm. 236 

45Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1 

  

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011



17 

 

Universitas Indonesia 

 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.”  

 
Sedangkan yang dimaksud dengan „pembiayaan‟ adalah:

46
 

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan yang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atu 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” 

 

Dari rumusan kedua istilah kredit tersebut, perbedannya terletak pada bentuk 

kontra prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada 

bank (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Pada bank 

konvensional, kontra prestasinya berupa bunga, sedangkan bank syariah kontra 

prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau 

kesepakatan bersama. Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau 

kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak 

peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunais utangnya atau mengembalikan 

beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah 

disepakati bersama. Dengan demikian, kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan 

antara bank dengan pihak lain, nasabah peminjam dana. Perjajian pinjam-

meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam 

tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan 

pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya. Pada 

umumnya, dalam perjanjiannya akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang 

untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang 

pokoknya beserta bunga, imbalan atau bagi hasilnya sesuai dengan waktu yang 

                                                
46Ibid,. Ps.1 angka 12.  
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ditentukan.
47

 

Berkaitan dengan pengertian kredit sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 1 

Butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah: 

 “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : (a) cerukan 

(overdraft), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat 

dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka 

kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari 

pihak lain.”
48

 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, pemberian kredit adalah pemberian 

kepercayaan bank kepada nasabahnya dengan harapan bank dapat mengambil 

untung dari pemberian tersebut. Dalam tulisan ini, pengertian kredit yang akan 

digunakan adalah pengertian kredit sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan.  

 

2.1.2. Unsur-Unsur Kredit 

Unsur esensial dari kredit bank merupakan adanya kepercayaan dari bank 

sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitor.
49

 Kepercayaan yang 

ada timbul akibat dipenuhinya seluruh ketentuan dan persyaratan untuk 

memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain: jelasnya tujuan peruntukan 

kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Makna dari kepercayaan 

tersebut ialah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang 

diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu 

sesuai kesepakatan yang dibuat sebelumnya.  

Unsur-unsur kredit terdiri dari:
50

 

                                                
47 Usman, Op. Cit., hlm. 237-238. 

48Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva 
Bank Umum, Ps.1  

49 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia.(Jakarta: Kencana), hlm. 58 

50 Ibid., mengutip dari buku Drs.Thomas Suyatno dengan judul Dasar-Dasar Perbankan. 
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1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan 

datang 

2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.  

3) Degree of Risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai 

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. 

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, 

karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka 

masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan 

adanya unsur resiko ini, maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.  

4) Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan 

modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi 

kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik 

perkreditan. 

 

2.1.3. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

yang tergantung dengan tujuan bank yang bersangkutan itu sendiri.
51

 Dalam 

praktiknya, tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 

1) Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Hasil keuntungan tersebut diperoleh dalam bentuk bunga 

yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 

dibebankan kepada nasabah. Keuntungan tersebut penting bagi 

kelangsungan hidup bank, di samping itu keuntungan juga dapat 

                                                
51 Kasmir, Op. Cit., hlm.  105 
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membesarkan usaha bank. Bank yang terus menerus menderita kerugian, 

kemungkinan besar akan dilikuidasi. Maka sangat penting bagi bank untuk 

memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank yang relative 

cukup besar. 

2) Membantu usaha nasabah 

Tujuan lain dari pemberian kredit bank adalah untuk membantu usaha 

nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun untuk 

modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank 

maupun nasabah sama-sama diuntungkan.  

3) Membantu pemerintah 

Secara garis besar, keuntungan bagi pemerintah dengan menyebar 

pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut: 

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan 

bank. 

- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit 

pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan 

tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang 

masih menganggur. 

- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian 

besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah 

produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga 

akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan. 

- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam 

negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat 

devisa negara. 

- Meningkatkan devisa negaram apabila produk dari kredit yang 

dibiayai untuk keperluan ekspor 

 

Selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu 

fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit dapat dikatakan tercapai saat ia 
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memberikan pengaruh yang baik secara social ekonomis baik kepada debitur, 

kreditur, maupun negara dan masyarakat. Secara makro, fungsi kredit ini juga 

berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi negara.
52

 Likuiditas yang disalurkan 

kepada para pengusaha merupakan factor penentu kelancaran produksi dan 

perdagangan yang secara keseluruhan menimbulkan peningkatan pendapatan dan 

kemakmuran suatau bangsa. Fungsi kredit secara luas tersebut antara lain:
53

 

1) Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya 

jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat 

memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. 

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari atu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan 

uang dari daerah lainnya.  

3) Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur 

untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat. Misalnya seorang pengusaha yang mendapat dana dari bank untuk 

mengolah limbah plastic menjadi barang-barang rumah tangga. Dengan 

demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang 

yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. 

4) Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan 

                                                
52 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, (Yogyakarta:Kanisius 2003), 

hlm.  75.  

53 Ibid., hlm.  106. 

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011



22 

 

Universitas Indonesia 

jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang 

biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor. 

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena 

dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang 

diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat juga membantu mengekspor barang 

dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. 

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha untuk 

memperbesar atau memperluas usahanya, terutama bagi mereka yang tidak 

memiliki modal dalam jumlah banyak. 

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik pula dalam 

hal meningkatkan pendepatan. Apabila sebuah kredit diberikan untuk 

membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, 

sehingga mengurangi tingkat pengangguran. 

8) Untuk meningkatkan hubungan international 

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan 

antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh 

negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat 

pula tercipta perdamaian dunia. 

 

 Di samping kegiatan pengerahan dana dan masyarakat, kredit merupakan 

kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan:
54

 

1) Bunga kredit merupakan sumber-sumber pendapat. 

2) Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal 

terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat 

berupa simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya 

sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan 

                                                
54Sutan Remy Syahdaeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm.  92  
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usaha bank itu sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan (memiliki 

aspek yuridis). 

 

2.1.4. Jenis-Jenis Kredit 

Beragamnya kebutuhan akan dana disebabkan oleh beragamnya jenis usaha 

yang ada. Kebutuhan dana beragam tersebut menyebabkan beragamnya juga jenis 

kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan dana nasabah. Secara umum, jenis-

jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:
55

 

1) Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit Investasi 

b. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit 

investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-

mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih 

lama dan dibutuhkan modal yang juga relatif besar.  

c. Kredit modal kerja 

d. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku, 

membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan 

proses produksi perusahaan.  

2) Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun 

atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk kebutuhan modal 

kerja. Misalnya untuk kredit peternakan ayam atau pertanian padi.  

b. Kredit jangka menengah 

Kredit jenis ini jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan 

investasi. Misalnya kredit untuk pertanian jeruk atau peternakan kambing. 

                                                
55Ibid., hal 109 
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c. Kredit jangka panjang 

Kredit jenis ini masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka 

waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini 

untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet atau untuk kredit 

konsumtif seperti kredit perumahan.  

2.1.5. Jaminan/Agunan Kredit 

Pengertian jaminan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bersifat 

umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Jaminan umum lahir dan bersumber dari 

undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa 

adanya perjanjian dari para pihak (kreditur dan debitur). Perwujudan jaminan 

umum tersebut ditegaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan 

bahwa segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatannya. Menurut pasal ini berarti semua kekayaan 

yang dimiliki seseorang secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut 

membuat perjanjian hutang atau perjanjian lainnya dengan orang lain meskipun 

kekayaan orang tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai jaminan. 

Sementara itu Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan diperbolehkannya hak 

jaminan yang bersifat istimewa atau khusus dan didahulukan, misalnya dalam 

bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal dengan Hipotik. Jaminan khusus 

lahir karena adanya perjanjian antara kreditur dan debitur yang dapat berupa 

jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Dengan 

demikian jelaslah bahwa setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya, 

baik yang berupa jaminan umum ataupun dapat pula jaminan yang bersifat 

istimewa dan didahulukan.
56

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari tentang Jaminan Pemberian 

Kredit, yang dimaksud dengan jaminan adalah: 

 “Suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit 

                                                
56 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cet. 2., (Bandung: Alfabeta, 2004), 

hlm.  146. 
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sesuai dengan yang diperjanjikan”.
57

  

Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan 

agunan adalah: 

 “Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah”. 

 

  Fungsi utama dari jaminan sendiri adalah untuk meyakinkan bank atau 

kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati 

bersama.
58

Jaminan sendiri dapat dibagi ke dalam 2 macam yaitu : 

1) Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) 

Jaminan perorangan merupakan jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak 

sebagai penjamin dari dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan 

perseorangan dapat pula diartikan sebagai perjanjian antara seorang berpiutang 

(kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si berutang (debitur). Bahkan perjanjian tersebut dapat diadakan tanpa 

sepengetahuan si berutang. Jaminan perorangan selalu dimaksudkan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban si berutang di mana yang dijamin adalah 

pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si 

penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan 

perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.  

2. Jaminan Kebendaan 

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan 

oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak 

ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan 

kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat 

diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya 

kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur). Pemberian jaminan kebendaan 

selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi 

                                                
57Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 

Februari tentang Jaminan Pemberian Kredit, Ps. 2 ayat (1) 

58 Hermansyah, Op. Cit., hal 73. 
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jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) 

dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri 

atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyediaan secara khusus diperuntukkan 

bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila 

tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, 

seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk 

pembayaran semua utang debitur. Maka, pemberian jaminan kebendaan kepada 

seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu privilige 

atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.  

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.
59

 Sedangkan hak 

kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak tersebut 

memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan 

terhadap siapapun juga.
60

 Hak kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

- Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri 

atau milik orang lain. Misalnya Hak Milik atas tanah, Hak memungut hasil 

atas tanah milik orang lain. 

- Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Misalnya Gadai, Hipotik. 

Menurut sifatnya jaminan kebendaan ini terbagi menjadi dua yaitu jaminan 

dengan benda berwujud (material) dan jaminan dengan benda tidak berwujud 

(immaterial). Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak 

bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud yang lazim diterima oleh Bank 

sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih.  

Benda bergerak dapat dibedakan atas: 

i. Benda bergerak karena sifatnya 

Menurut KUHPerdata, benda bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang 

dapat berpindah atau dipindahkan.
61

 Misalnya meja, kursi.  

ii. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang 

                                                
59Subekti, Op. Cit., hlm.  60.  

60Sri S.M. Sofwan, Hukum Benda, Cet.4, (Yogyakarta: Liberty,1981), hlm. 24.  

61Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 509  
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Menurut Pasal 511 KUHPerdata ialah ha katas benda yang bergerak. 

Misalnya hak memungung hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda 

bergerak. 

 

Benda tidak bergerak dapat dibedakan atas: 

i. Benda tidak bergerak menurut sifatnya misalnya tanah dan segala 

sesuatu yang melekat di atasnya 

ii. Benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya alat-alat yang 

dipakai dalam pabrik 

iii. Benda tidak bergerak meurut ketentuan Undang-Undang, misalnya 

hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak memakai atas 

benda tidak bergerak. 

 

Pada praktik perbankan di Indonesia, untuk kepentingan Bank maka jaminan 

yang sering diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah: 

a. Hak tanggungan 

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah beserta 

selaga sesuatu yang melekat di atas tanah tersebut untuk pelunasan hutang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur yang lain.
62

 Terhadap satu objek hak tanggungan dapat dibebani 

dengan lebih dari satu hak tanggungan. 

b. Fidusia 

Fidusia dari asal kata yaitu “fides” yang berarti kepercayaan. Hubungan 

hukum antara debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima 

fidusia merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
63

 Sedangkan jaminan fidusia 

                                                
62Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No.4, LN N0. 42 tahung 1996, TLN No. 3632 Ps.1 ayat 1  

63Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42, LN No.168 tahun 1999, 

TLN No.3889 ps 1 ayat 1. 
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adalah: 

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditur lainnya.
64

” 

 

Dalam praktik, barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam fidusia adalah 

barang yang secara social ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya suatu 

usaha. Objek fidusia adalah barang bergerak seperti kendaraan bermotor, stock 

barang dagangan, piutang. Penyerahan barang tersebut tidak berakibat 

terhambatnya kegiatan suatu usaha karena penyerahan barang jaminan dalam 

fidusia dilakukan secara constitum possessorium, artinya adalah barang yang 

diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam kekuasaan pihak yang 

menjaminkan (debitur). Dan karena yang diserahkan adalah hak miliknya maka 

penguasaan atau penggunaan barang jaminan tersebut oleh Debitur hanya dalam 

kapasaitas sebagai peminjam-pakai. Dengan demikian ada suatu kepercayaan di 

mana pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau 

mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitru 

melunasi hutangnya. Sebaliknya kreditur penerima fidusia juga percaya bahwa 

debitur pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada 

dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut.  

c. Hipotik 

Yaitu suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, untuk mengambil 

penggantian dari benda tersebut bagi pelunasan suatu perikatan. Pada awalanya 

objek hipotik antara lain adalah benda tidak bergerak ( termasuk tanah beserta 

segala sesuatu yang melekat di atasnya ) dan kapal yang berukuran 20m3 atau 

lebih. Namun setelah Undang-Undang tentang Hak Tanggungan berlaku maka 

tanah beserta segala sesuati yang melekat di atasnya dibebankan dengan hak 

tanggungan. 

d. Cessie 

                                                
64 Ibid., Ps.1 ayat 2. 
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Pada dasarnya cessie bukanlah merupakan suatu lembaga jaminan seperti 

halnya hipotik, hak tanggungan ataupun fidusia. Namun dalam praktik pemberian 

kredit perbankan banyak digunakan untuk memperjanjikan pengalihan suatu 

piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit. 

 

Dalam praktik, cessie dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 163 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa 

berlakunya suatu cessie secara yuridis formal harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 

i. atas pengalihan piutang atau tagihan tersebut, harus dilakukan dengan 

suatu perjanjian cessie baik dengan akta otentik (notaril) atau dengan 

akta di bawah tangan.  

ii. Adanya pemberitahuan, persetujuan dan pengakuan dari si tertagih 

bahwa hak atas piutang atau tagihan tersebut telah dialihkan kepada 

pihak lain. 

iii. Adanya penyerahan nyata atas bukti kepemilikan atas piutang atau 

tagihan tersebut dari yang berhak sebelumnya kepada yang menerima 

ha katas piutang atau tagihan tersebut.  

 

2.1.6. Perjanjian Kredit 

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

berbunyi “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
65

 Di dalam suatu 

perjanjian, masing-masing pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang 

dibuat dan bersepakat akan menaati apa yang ada dalam perjanjian tersebut.  

Dalam praktiknya, bank untuk memberikan kredit membutuhkan jaminan 

agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan bank akan kembali. Untuk 

mendapatkan jaminan tersebut, bank membuat perjanjian tambahan di dalam 

perjanjian kredit itu sendiri. Dalam ilmu hukum dan prakteknya, perjanjian kredit 

adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, 

maka perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan adalah assessor-

                                                
65Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1313. 
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nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. 

Arti riil ialah bahwa terjanjinya peranjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang 

oleh bank kepada nasabah debitur. 

Apabila dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya 

menggunakan format perjanjian baku (standard contract). Berkaitan dengan hal 

tersebut, memang dalam praktiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak 

bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya 

dengan baik. Dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi 

menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau 

tawar menawar.  

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan 

oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, 

namun apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian 

kredit tersebut.  

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian khusus baik oleh bank sebagai 

kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit memiliki 

fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan 

kredit tersebut.  

Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya Hukum Perdata, yang dikutip oleh 

Remy Syahdaeni,
66

 berpendapat bahwa perjanjian kredit mendekati pada 

pengertian perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam KUHPerdata.  

2.2. Proses Pemberian Kredit 

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam 

perekonomian. Hampir seluruh kegiatan perekenomian masyarakat membutuhkan 

fasilitas kredit dari bank.  

Untuk mendapatkan kredit bank, seorang debitor harus melalui beberapa 

tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap 

penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang 

berlaku bagi setiap debitor yang membutuhkan kredit bank.
67

 Proses pemberian 

                                                
66 Sutan Remy Syahdaeni, Op. Cit., hlm. 155  

67 Ibid., hlm.  68  

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011



31 

 

Universitas Indonesia 

kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Adapun perbedaan hanya 

terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan 

pertimbangan masing-masing dengan tetap melihat unsur persaingan atau 

kompetisi.  

Proses pemberian kredit oleh bank secara umum adalah:
68

 

1. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit 

Untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan 

adalah mengajukan permohonan aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. 

Permohonan aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen 

yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh 

perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Profil perusahaan beserta pengurusnya 

2. Tujuan dan manfaat kredit 

3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit 

4. Cara pengembalian kredit 

5. Agunan atau jaminan kredit 

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen 

pendukung yang dipersyaratkan, yaitu: 

a. Akta Pendirian Perusahaan 

b. Identitas (KTP) para pengurus 

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

e. Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 (tiga) tahun terakhir 

f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan 

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit, bagi perseorangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank 

2. Tujuan dan manfaat kredit 

3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit 

4. Cara pengembalian kredit 
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5. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan) 

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua 

dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu: 

     a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan 

     b. Kartu Keluarga 

     c. Slip gaji yang bersangkutan 

 

2. Penelitian Berkas Kredit 

Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank 

akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas 

aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, 

bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi 

syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan 

kredit. Sedangkan, apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut 

belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank 

akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya. 

Dalam hal kegiatan penyaluran kredit, bank menggunakan lembaga perjanjian 

yang dibuat tertulis dengan para debiturnya. Hal tersebut biasa disebut dengan 

perjanjian kredit. Perjanjian kredit berisikan seluruh hak dan kewajiban para 

pihak. Seiring dengan luasnya variasi jenis kegiatan usaha yang ada dalam sistem 

perekonomian di masyarakat ternyata juga membawa pengaruh kepada variasi 

dari jenis-jenis kredit yang disediakan oleh sektor perbankan. hal ini dapatlah 

dimaklumi sebagai salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan salah 

satu diversifikasi dari produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Disamping itu juga dimaksudkan agar para pihak perbankan dapat melayani 

kebutuhan dana dan sumber-sumber permodalan lainnya calon debiturnya, 

khususnya dunia usaha, sesuai dengan kebutuhannya yang setepat-tepatnya. 

2.2.1. Analisis Kredit 

Pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai sifat yang kausitis. 

Artinya, masing-masing calon debitur mempunyai permasalahan yang spesifik 

yang berbeda secara material antara satu calon nasabah dengan calon nasabah 

lain. Oleh karena itu, antara satu nasabah dengan nasabah lain diperlukan adanya 
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pendekatan dan penanganan secara berbeda dan sangat memperhatikan ciri-ciri 

khusus dari usahanya.
69

 

Untuk dapat menjawab dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang 

dihadapi dalam proses pemberian kredit, maka dibutuhkan suatu bentuk dari pola 

analisis kredit. Analisis ini perlu dilakukan secara kritis melalui pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif terhadap semua aspek, baik aspek mikro ekonomi 

maupun aspek makro ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap sector usaha 

yang dimaksud.
70

 Proses analisis dapat dilakukan seorang staf yang telah memiliki 

kualifikasi sebagai analis, yaitu seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan serta pengalaman di bidang perkreditan. Proses analis juga dapat 

dilakukan oleh sebuah tim analis, sekelompok orang yang terdiri dari berbagai 

disiplin ilmu keahlian, profesi yang merumuskan bentuk analisis terhadap 

pemohonan kredit, sehingga terdapat berbagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit kepada calon debitur. Bank juga dapat menunjuk 

suatu pihak ketiga atau kantor konsultan untuk membuat studi kelayakan 

(feasibility study) tentang kelayakan usaha atau proyek calon debitur yang akan 

diberikan fasilitas kredit.  

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara 

tertulis dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
71

 

a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis ditetapkan oleh bank yang disesuaikan 

dengan dan jenis kredit 

b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan 

kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh didasarkan 

semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk suatu transaksi atau satu 

rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit 

dari pemohon kredit yang telah diberikan atau yang akan diberikan secara 

bersamaan oleh bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total 

pemohon kredit. Apabila pemohon juga memperoleh fasilitas kredit dari bank 

                                                
69 Warman Djohan, Kredit Bank; Alternatif Pembiayaan, dan Pengajuan, (Jakarta: Mutiara 

Sumber Widya, 2000), hlm. 98.  

70 Ibid. 

71 Suhardi, Op. Cit., hlm. 96 
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lain, maka diperlukan juga informasi dari bank lain tersebut atau dari Bank 

Indonesia yang menguasai seluruh data. Bank lain juga diharuskan untuk 

memberikan keterangan rahasia yang diperlukan.  

c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-

kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

- Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data 

pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet. 

- Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan 

usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya 

praktik mark up yang dapat merugikan bank. 

- Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan 

suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur 

perkreditan. 

d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang watak, 

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur yang lebih dikenal dengan 

5C‟s dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada 

hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis 

perkreditan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi 

aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang 

mungkin timbul. Analisis kredit dengan pola pendekatan 5C‟s dapat diuraikan 

sebagai berikut:
72

 

1. Analisis Watak (Character) 

Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemauam 

membayar dari pemohon. Dalam melakukan analisis watak, bank harus 

meneliti perilaku pemohon dari berbagai sumber informasi yang relevan 

antara lain: 

a) Reputasi bisnis/ reputasi perusahaan 

b) Riwayat perusahaan 

c) Catatan Kriminal 

                                                
72Lihat Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) Internal tentang Analisis Kredit  
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d) Riwayat hidup dan/ riwayat pernikahan 

e) Gaya hidup 

f) Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan 

g) Tingkat hubungan/ kerja sama dengan bank 

h) Kecenderungan berbisnis selama ini 

i) Budaya perusahaan 

j) Legalitas usaha pemohon 

k) Informasi Bank (BI), rekan bisnis dan pesaing 

l) Catatan intern bank 

2. Analisis Kemampuan (Capacity) 

Analisis kemampuan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan 

membayar dari calon nasabah debitur. Pengukuran tingkat kemampuan 

membayar dari calon nasabah debitur tergantung pada jenis kredit yang 

diajukan. Apabila calon nasabah debitur mengajukan kredit modal kerja dan 

investasi, maka tingkat kemampuan membayar diukur melalui: 

a) Aspek Manajemen 

Aspek manajemen adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

calon nasabah debitur mengelola perusahaan. Analisis aspek manajemen 

dilakukan dengan mencermati hal-hal sebagai berikut: 

1) Kemampuan menetapkan visi dan misi dalam berusaha 

2) Kemampuan menerjemahkan visi dan misi dalam sasaran-

sasaran spesifik 

3) Kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran 

4) Kemampuan menerapkan strategi secara efektif 

5) Kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian 

b)      Aspek Produksi 

Aspek produksi adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan calon 

nasabah debitur/perusahaan menghasilkan barang/jasa. Analisis aspek 

produksi dilakukan dengan mencermati faktor-faktor produksi. Faktor-

faktor produksi terdiri dari tenaga kerja dan mesin. 

c)      Aspek Pemasaran 
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Aspek pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

calon nasabah debitur/perusahaan memasarkan barang/jasa yang dihasilkan. 

Analisis aspek pemasaran dilakukan dengan mencermati hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Data penjualan barang/jasa 

2) Tingkat persaingan 

3) Proyeksi penjualan barang/ jasa mendatang yang meliputi 

perencanaan pemasaran barang/jasa dan strategi pemasaran 

barang/jasa. 

d)     Aspek Personalia 

Aspek personalia adalah aspek yang berkaitan dengan kuantitas dan 

kualitas tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja 

dengan perusahaan. Analisis aspek personalia dilakukan dengan mencermati 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Jumlah tenaga kerja baik harian maupun tetap 

2) Organisasi pekerja 

3) Tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana 

4) Gaya manajemen 

e)     Aspek Keuangan 

Aspek keuangan adalah aspek yang berkaitan dengan keuangan calon 

nasabah debitur/ perusahaan. Analisis aspek keuangan dilakukan dengan 

meneliti laporan keuangan minimal 2 (dua) periode terakhir. Laporan 

keuangan periode terakhir adalah laporan keuangan maksimum 3 (tiga) 

bulan sebelum bulan pengajuan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari 

laporan neraca dan laba rugi. 

f)    Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Aspek AMDAL adalah aspek yang berkaitan dengan upaya perusahaan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan. AMDAL dilakukan dengan meneliti 

prosedur pengelolaan limbah perusahaan.  

3. Analisis Modal (Capital) 

Analisis modal bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri (own 
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share) dalam mendukung pembiayaan perusahaan. Dalam melakukan analisis 

modal, bank harus mencermati berbagai informasi berikut : 

a) Komposisi modal dalam akta pendirian perusahaan dan 

pendiriannya 

b) Perkembangan keuntungan usaha selama minimal 2 (dua) 

periode terakhir. Tinggi rendahnya keuntungan mencerminkan tinggi 

rendahnya kemampuan pengadaan modal sendiri dari laba. 

c) Bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal 

(go public), diteliti pula perkembangan nilai sahamnya. Naik turunnya 

harga saham mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

prospek usaha penerbit saham.  

4. Analisis Agunan (Collateral) 

 

pelunasan kredit. Agunan merupakan sumber pelunasan kedua (second 

wayout) apabila kredit menjadi bermasalah. Agunan terdiri dari: 

a) Agunan Pokok 

Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan memberikan pengertian agunan pokok 

secara implisit, agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya 

bersumber dari kredit. Agunan ini dapat berupa proyek atau hak tagih. 

Proyek atau hak tagih harus diartikan sebagai seluruh usaha yang 

dibiayai dengan kredit sebagai suatu kesatuan yang meliputi kekayaan 

(asset) perusahaan. Kekayaan (asset) tersebut baik kekayaan (asset) 

yang lansung maupun tidak langsung dibiayai dengan kredit. 

b) Agunan tambahan  

Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk agunan pokok. 

Agunan tambahan dapat berupa rumah, pabrik, jaminan pemerintah, dan 

lain-lain. 

5. Analisis Prospek Usaha (Condition) 

Analisis prospek usaha bertujuan untuk mengetahui prospek suatu usaha 

yang hendak dibiayai. Dalam melakukan analisis prospek usaha, bank harus 

mencermati kondisi usaha secara makro. 

e. Dalam pemberian kredit sindikasi, harus ada penilaian terhadap bank yang 
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bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi lead bank). 

 

2.3. Pemberian kredit berdasarkan peraturan perundang-

undangan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga
73

. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa 

unsur perjanjian kredit yaitu : 

a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;  

b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain 

 c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka 

waktu tertentu  

d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. 

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko 

yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun 

mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari 

dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh 

ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.
74

 

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada 

prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam 

memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga 

menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. 

Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai: 

                                                
73 Indonesia, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 10 Tahun 1998, Ps. 1 angka 11. 

74Ramlan Ginting, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, disampaikan dalam diskusi 

hukum “ Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit 

Dalam Praktek Perbankan di Indonesia”, 6 Agustus 2005  
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 a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank 

bagi Bank Umum  

b. Batas Maksimal Pemberian Kredit 

c. Penilaian Kualitas Aktiva  

d. pembatasan lainnya dalam pemberian kredit. 

2.3.1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan 

Bank Bagi Bank Umum 

Sebagaimana telah dikemukakan, bank dalam melakukan kegiatan usaha 

terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. 

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-

azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang 

tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan 

ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan 

kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan 

perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.
75

 

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan 

perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan 

sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : 

1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;  

2. organisasi dan manajemen perkreditan;  

3. kebijakan persetujuan kredit;  

4. dokumentasi dana administrasi kredit; 

5. pengawasan kredit;  

6. penyelesaian kredit bermasalah. 

2.3.2. Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana yang 

tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana 

secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka 

bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain 

dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui 

                                                
75Ibid. 
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pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak 

bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal 

bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BMPK 

mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan. 

Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum 

Pemberian Kredit Bank Umum. Berdasarkan PBI tersebut, BMPK adalah 

persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal 

bank.
76

 

Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan 

kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana 

dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara 

menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah 

ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau 

kelompok peminjam tertentu. 

Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit, tetapi 

meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam 

bentuk: 

a. kredit 

b. surat berharga 

c. penempatan 

d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 

e. tagihan akseptasi 

f. derivative kredit  

g. transaksi rekening administrative 

h. tagihan derivative 

i. potential future credit exposure 

j. penyertaan modal 

k. penyertaan modal sementara 

l. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a 

                                                
76Bank Indonesia, PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank 

Umum, Ps. 1 angka 2. 
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sampai dengan huruf k 

 

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat 

dilakukan paling tinggi 10% dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada 

seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat 

dilakukan paling tinggi 20% dari modal bank. Sementara, penyediaan dana 

kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat 

dilakukan paling tinggi 25% dari modal bank.  

Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam apabila 

peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik 

melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan. Sementara, 

pihak terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai 

keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI No.7/3/2005. 

Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan 

bank dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.  

Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak 

diperlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan tersebut semata-

mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah Indonesia. Selain itu 

penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan paling tinggi sebesar 

30% dari modal bank.  

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa pengambilalihan (negosiasi) wesel 

ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang wesel ekspor 

berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit berjangka yang sesuai dengan 

Uniform Customs and Practice for Documentay Credits (UCP) yang berlaku dan 

telah diaksep oleh Prime Bank. 

Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK 

dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang 

diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat 
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pemberian penyediaan dana. 

Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK 

yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank 

pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK sebagaimana 

dimaksud di atas. Penyediaan dana oleh Bank dikategorikan sebagai pelampauan 

BMPK apabila disebabkan oleh : 

a. penurunan modal bank;  

b. perubahan nilai tukar;  

c. perubahan nilai wajar;  

d. penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang 

menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam;  

e. perubahanketentuan. 

 

Dalam hal terjadi pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, bank 

wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan (action plan) untuk 

penyelesaiannya yang setidaknya memuat langkah-langkah untuk penyelesaian 

pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian 

sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 7/3/PBI/2005. 

Bank yang menyampaikan action plan untuk pelanggaran BMPK setelah 

batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir 

waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.  

Sementara, bank yang menyampaikan action plan untuk pelampauan BMPK 

setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas 

akhir waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
77

 

Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan 

BMPK sesuai dengan action plan setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank 

Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenai 

sanksi administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan
78

 

                                                
77 Ramlan Ginting, op.cit 
78 Pasal 52 UU Perbankan : “(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat 
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antara lain berupa: 

a. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam 

daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus penilaian 

kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku. 

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk 

ekspansi penyediaan dana, dan atau 

c. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring 

 

Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang 

saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A UU Perbankan.
79

 

                                                                                                                                 
menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha 

bank yang bersangkutan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah : 
a. denda uang; 

b. teguran tertulis; 

c. penurunan tingkat kesehatan bank; 

d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank 

secara 

keseluruhan; 

f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti 

sementara 

sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti 

yang 
tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. 

  

 
79 Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan : “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 

pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah).” 

 

Pasal 50 UU Perbankan : “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 

Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 

bank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 

(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” 

 

Pasal 50 A UU Perbankan : “Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan 

sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
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2.3.3. Penilaian Kualitas Aktiva 

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan nasional pada saat ini maupun 

di waktu yang akan datang tetap dipengaruhi oleh risiko kredit, di mana apabila 

tidak dikelola secara efektif, akan mungkin mengganggu kelangsungan usaha 

bank. Pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif antara lain disebabkan oleh 

kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk 

penetapan kualitasnya, kelemahan pengelolaan portfolio aset bank, serta 

kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi 

kualitas penyediaan dana.  

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan 

potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur 

risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus 

bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis 

penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati- hatian yang terkait dengan 

transaksi-transaksi dimaksud. 

Hal di atas diatur dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

8/2/2006. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, 

memantau dan mangambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva 

(meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.
80

 

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh 

penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, 

tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual 

kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi 

rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat 

                                                                                                                                 
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” 

 
80 Ramlan Ginting, Op. Cit. 
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dipersamakan dengan itu.
81

 

Pasal 5 PBI No. 7/2/PBI/2005 mengatur bahwa bank wajib menetapkan 

kualitas yang sama terhadap beberapa rekening. Aktiva Produktif yang digunakan 

untuk membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga berlaku untuk Aktiva Produktif 

yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank (termasuk penyediaan dana yang 

diberikan secara sindikasi). Apabila terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva 

Produktif, maka kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas 

Aktiva Produktif yang paling rendah. Namun menurut  perubahan atas pasal 

tersebut yang diatur dalam PBI No.8/2/PBI/2006 bank dapat menetapkan kualitas 

Kredit dan Surat Berharga secara berbeda meskipun proyek dan debitur adalah 

sama.
82

 Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan faktor penilaian dari masing-

masing bank. Contohnya, kualitas kredit dapat dtetapkan berdasarkan prospek 

usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar debitur yang dimana bank 

memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas yang dibutuhkan dari 

seorang kreditur. 

Menurut Ramlan Ginting, hal-hal yang dapat menjadi penilaian terhadap 

prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut 

83
: 

a. Potensi pertumbuhan usaha;  

b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;  

c. Kualitasmanajemendanpermasalahantenagakerja;  

d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan 

e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara 

lingkungan hidup. 

 

Selain itu, menurut beliau penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

a. perolehan laba 

                                                
81Pasal 1 angka 3 PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. 

82Penjelasan Pasal 5 angka 4 PBI No.8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI 

No.7/2/PBI.2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. 

83 Ramlan Ginting, Op. Cit. 
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b. struktur permodalan 

c. arus kas  

d. sensitivitas terhadap risiko pasar. 

 

Kemudian penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut : 

a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga 

b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur 

c. kelengkapan dokumentasi kredit 

d. kepatuhan terhadap perjanjian kredit  

e. kesesuaian penggunaan dana  

f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. 

 

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap 

faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar) 

dengan mempertimbankan komponen-komponen di atas. Penetapan kualitas kredit 

dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap 

faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen 

terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas 

kredit ditetapkan menjadi : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, 

Diragukan, atau Macet.
84

 

Untuk mengantisipasi potensi kerutgian, bank wajib membentuk Penyisihan 

Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. 

PPA meliputi cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif, dan 

cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.  

Dalam hal kredit bermasalah, salah satu upaya untuk meminimalkan potensi 

kerugian pada kredit bermasalah tersebut adalah bahwa bank juga dapat 

melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang mengalami kesulitan 

pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha 

yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. 

                                                
84Ibid. 
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Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk 

menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan 

PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Untuk itu 

bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi 

kredit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen 

risiko bank.
85

 

Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha 

dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan macet serta bank telah 

melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, 

bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih. Hapus buku adalah tindakan 

administrative bank untuk menghapus buku penyediaan dana yang memiliki 

kualitas macet dari neraca sebersar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih 

bank kepada debitur. Sementara itum hapus tagih adalah tindakan bank 

menghapus kewajiban debitur (tagihan kepada debitur) yang tidak mungkin lagi 

diselesaikan oleh debitur.
86

 

2.4. Kredit Macet 

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet apabila kredit tersebut tidak 

memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, hal ini dapat dilihat 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. 

Namun demikian, kredit yang termasuk kriteria diragukan dapat juga digolongkan 

sebagai kredit macet. Hal ini dapat terjadi jika dalam jangka waktu 21 bulan sejak 

digolongkan sebagai kredit diragukan, atas kredit tadi belum ada usaha pelunasan 

atau penyelamatan. Selain itu, kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan 

kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
87

 

Penyebab suatu kredit menjadi macet adalah karena nasabah debitur tidak 

memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank. Selain itu dapat pula disebabkan 

karena debitur itu memenuhi kewajiban kreditnya melampaui jangka waktu yang 

                                                
85Ibid. 

86Ibid. 

87Eko B. Supriyanto, Misteri kredit macet Rp 600 triliun, (Info Bank; Januari, 2000)  
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ditentukan dalam perjanjian kredit. Akan tetapi sangatlah tidak adil bila kita 

membebankan semua kesalahan kepada debitur sehubungan dengan macetnya 

suatu kredit. 

Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat pula faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi terjadinya kredit macet tersebut. Faktor-faktor itu dapat juga 

berasal dari bank dan/atau keadaan lain di luar kemampuan debitur untuk 

mengatasinya. Faktor penyebab kredit macet yang berasal dari bank dapat terjadi 

karena bank tidak terlepas dari kelemahan operasional yang dimilikinya dan/atau 

karena adanya intervensi pihak-pihak tertentu. Sedangkan faktor penyebab kredit 

macet akibat dari terjadinya suatu peristiwa dan/atau keadaan tertentu yang berada 

di luar kemampuan debitur untuk mengatasinya, dapat disebabkan oleh gempa 

bumi, bencana alam, dan lain-lain. 

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam praktek penyaluran kredit bank, 

faktor-faktor terpenting yang membuat suatu kredit menjadi macet adalah sebagai 

berikut 
88

: 

(1) Tingginya mark-up sehingga nilai buku asset menjadi lebih besar 

daripada nilai sesungguhnya; 

Praktek mark-up yang dilakukan oleh debitur seringkali menyesatkan 

management bank dan/atau mengelabui bank di dalam melakukan penilaian 

terhadap kelayakan usaha debitur yang akan dibiayai. Akibatnya, bank memiliki 

potensi masalah yang besar jika keuntungan proyek yang dibiayainya dengan 

kredit itu ternyata berada di bawah beban-beban kredit yang dipikulnya. 

Sehubungan dengan timbulnya kredit macet akibat dari praktek mark-up tersebut, 

debitur seharusnya tidak dijadikan sebagai pihak yang paling dipersalahkan. 

Harus diakui bahwa usaha debitur untuk menyesatkan dan atau mengelabui bank 

melalui praktek mark-up tadi tidaklah akan berhasil jika bank menerapkan prinsip 

kehati-hatian. Dengan demikian maka akan sangat tidak adil apabila debitur selalu 

dijadikan sebagai kambing hitam atas kelalaian bank menerapkan prinsip kehati-

hatiannya. 

 

(2) Tidak adanya corporate governance
89

 dan sistim laporan yang cukup baik, 

                                                
88 Ibid. 
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sehingga perusahaan menjadi sarana untuk kepentingan pemilik, pengendali, atau 

kepentingan politik; 

Bila proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam kondisi normal, maka segala resiko kemacetan kredit bukan lagi 

menjadi tanggung jawab pejabat bank pemberi kredit. Akan tetapi sangat 

disayangkan karena banyak pejabat bank bertindak tidak professional di dalam 

menjalankan tugasnya di bidang perkreditan. Hal ini pada umumnya terjadi pada 

bank-bank swasta di Indonesia. 

Ketidakprofessionalan para bankir bank swasta tersebut telah menyebabkan 

timbulnya banyak kredit macet. Kredit macet ini terjadi karena tidak adanya 

corporate governance dan sistim laporan yang cukup baik pada bank. Akibat dari 

tidak adanya corporate governance dan sistim laporan yang cukup baik itu, Bank 

dapat dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melakukan prinsip kehati-

hatian di dalam kegiatan pemberian kreditnya. Dengan demikian maka bank 

seringkali memberikan dispensasi atau keringanan yang berlebihan kepada debitur 

tertentu. 

Debitur tertentu yang dimaksudkan di sini adalah debitur yang mempunyai 

suatu hubungan khusus dengan pengurus, pemilik, dewan komisaris dan/atau 

pemegang saham. Hubungan khusus tersebut dapat berupa hubungan khusus 

secara langsung dan/atau tidak langsung. Hubungan khusus secara langsung 

disebabkan karena adanya hubungan kepemilikan antara bank dengan debiturnya. 

Dalam hal ini, perusahaan debitur sebenarnya adalah milik pengurus, pemilik, 

dewan komisaris dan atau pemegang saham bank yang memberikan kredit. Selain 

itu, hubungan khusus antara bank dengan debiturnya dapat pula disebabkan 

karena perusahaan debitur berada dalam satu group usaha dengan bank pemberi 

kredit. 

Disamping adanya hubungan khusus secara langsung antara debitur dengan 

bank, hubungan khusus tersebut dapat pula terjadi akibat dari adanya “surat sakti” 

dari pejabat Negara. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pejabat Negara 

sering kali memberikan “surat sakti” kepada bank agar bank bersedia memberikan 

dispensasi atau keringanan kepada debitur tertentu. 

                                                                                                                                 
89 Yang dimaksud dengan corporate governance adalah pengelolaan bank yang baik dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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(3) Investasi terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu sehingga persaingan 

usaha menjadi sangat ketat; 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, investasi lebih terkonsentrasi pada 

sektor property. Akan tetapi sangat disayangkan karena hal tersebut tidak 

didukung oleh daya beli masyarakat yang cukup baik. Akibatnya persaingan usaha 

menjadi sangat ketat sehingga kredit debitur tadi mempunyai potensi sangat besar 

untuk mengalami kemacetan. 

 

(4) Side Streaming Ketimpangan struktur pembiayaan dapat terjadi karena 

pejabat dan/atau pegawai bank kurang professional di dalam melakukan kegiatan 

penyaluran kredit. Selain daripada itu ketimpangan ini dapat pula disebabkan 

karena nasabah debitur menggunakan dana kredit untuk membiayai kegiatan lain 

selain dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit bank. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap perjanjian kredit bank selalu 

dicantumkan hal mengenai tujuan penggunaan kredit tersebut. Tujuan penggunaan 

kredit itu sangat berkaitan erat dengan jangka waktu atau struktur pembiayaan 

yang diberikan oleh bank. Sehubungan dengan hal itu maka nasabah debitur 

seharusnya tidak menggunakan kredit yang dipinjamnya untuk membiayai 

kegiatan usaha lain selain daripada yang diperjanjikan dalam akad perjanjian 

kredit. 

Namun demikian pada kenyataannya penyimpangan penggunaan dana kredit 

itu sering terjadi. Debitur seringkali terpengaruh untuk bertindak spekulatif 

dengan menggunakan dana kredit investasi jangka pendek yang dipinjamnya dari 

bank untuk membiayai kegiatan investasi jangka panjang. Akibatnya tidak jarang 

kredit debitur tersebut menjadi macet karena usaha debitur tadi belum berjalan 

dengan baik sehingga belum memberikan keuntungan kepadanya. Sementara itu 

di lain pihak, debitur itu harus segera memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank 

karena kredit yang dipinjamnya berupa kredit jangka pendek. 

 

(5) Terdapatnya mis-match (ketidak sesuaian) antara mata uang pembiayaan 

dengan sumber penerimaan perusahaan yang tidak dilakukan lindung resiko. 
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Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet apabila nilai 

tukar mata uang yang diterima sebagai sumber penghasilan perusahaan lebih 

rendah daripada nilai tukar mata uang yang dipinjam dalam bentuk kredit bank. 

Sementara itu debitur tersebut tidak pula menyertakan kredit atau pinjamannya 

dengan jaminan yang memadai. 

Sebagai contoh, di Indonesia terdapat beberapa perusahan yang menggunakan 

kredit valas (dalam mata uang dollar Amerika) untuk membiayai proyek yang 

berpenghasilan rupiah. Akibatnya, dalam kondisi seperti saat ini sulit sekali bagi 

debitur itu untuk dapat mengembalikan pinjamannya kecuali bagi debitur yang 

berorientasi ekspor tinggi. 

 

(6) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya; Penggunaan kredit bank 

baru dapat mencapai hasil optimal apabila didukung dengan kemampuan debitur 

mengelola usahanya. Dalam hal terjadinya kredit macet akibat dari 

ketidakmampuan debitur mengelola usahanya, maka bank tidak dapat 

membebankan semua kesalahan kepada debitur tersebut. Hal ini disebabkan 

karena kredit macet itu terjadi akibat dari bank yang mengabaikan prinsip kehati-

hatiannya, terutama di dalam meneliti kemampuan usaha debitur. 

Tindakan bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian tersebut dapat 

dilakukan dengan sengaja. Dalam hal yang demikian itu, biasanya disebabkan 

karena nasabah debitur yang bersangkutan memiliki hubungan khusus dengan 

bank. Selain dari adanya kesengajaan bank, pengabaian prinsip kehati-hatian 

dapat juga disebabkan karena kurang professionalnya pegawai dan/atau pejabat 

bank di dalam menjalankan tugas penyaluran kredit bank. 

 

(7) Nasabah beritikad tidak baik; Ada beberapa nasabah yang mungkin 

jumlahnya tidak banyak yang dengan sengaja dan dengan segala upaya berusaha 

untuk mendapatkan kredit tetapi tidak pernah berniat untuk mengembalikannya. 

Apabila suatu bank memiliki nasabah seperti ini, maka bank dapat melaporkan 

tindakan nasabah debitur itu sebagai tindakan penipuan dan/atau perbuatan 

melanggar hukum. 
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Akan tetapi dalam praktek yang terjadi di dunia perbankan (khususnya pada 

bank-bank swasta), pihak bank seringkali telah mengetahui itikad tidak baik pada 

calon debiturnya. Namun demikian bank tetap menyalurkan kreditnya kepada 

debitur tersebut. Hal ini disebabkan karena dibalik kepentingan debitur itu 

terdapat kepentingan pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pejabat bank 

dan/atau kepentingan kelompok usaha bank. 

 

Akibat terjadinya kredit macet dapat dilihat dari dua pihak yaitu kreditur dan 

debitur. Keadaan ini disebabkan karena pihak-pihak tersebut sama-sama 

menanggung akibat dari terjadinya kredit macet ini.
90

 

2.4.1. Akibat Kredit Macet Bagi Nasabah Debitur 

Kredit macet merupakan perwujudan dari kemacetan kegiatan usaha debitur. 

Oleh sebab itu maka dengan terjadinya kredit macet ini berarti nasabah debitur 

yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban 

kreditnya kepada bank. 

Kesulitan yang dihadapi oleh nasabah debitur akan semakin terasa berat 

karena ia masih harus menanggung beban bunga tertunggak hingga semua 

kewajiban kreditnya tersebut dapat dilunasi. Sementara itu dilain pihak, nasabah 

debitur tadi tidak memperoleh hasil yang cukup atau bahkan tidak memperoleh 

hasil sama sekali dari kegiatan usahanya. Dengan begitu, akan terasa sangat sulit 

baginya untuk dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada bank. 

2.4.2. Akibat Kredit Macet Bagi Bank 

Kredit macet dalam jumlah yang besar tidak hanya sebagai perwujudan dari 

kemacetan usaha debitur, akan tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi kinerja 

suatu bank. Hal ini disebabkan karena kemampuan bank untuk mengumpulkan 

pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit semakin berkurang. 

Dengan berkurangnya kemampuan bank untuk mengumpulkan bunga 

kredit, berarti pendapatan bank juga berkurang. Sementara di lain pihak, 

kewajiban bank membayar bunga deposan akan terus meningkat dari hari ke hari. 

Jika keadaan ini terjadi terus menerus maka bank akan mengalami kerugian yang 

                                                
90Eko D. Supriyanto, Op.Cit. 
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dapat memperburuk kondisi kesehatan usahanya. Apabila kondisi kesehatan usaha 

bank tadi suda sedemikian buruknya dan dianggap dapat membahayakan dunia 

perbankan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank tersebut. 
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BAB III 

Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Head Corporate Legal 

Officer Dalam Pemberian Kredit 

 

3.1. Gambaran Umum Perseroan Terbatas 

 

Pada abad ke-17 Adam Smith mengembangkan konsep korporasi sebagai 

badan usaha yang mengkhususkan diri pada bidang perekonomian di mana 

kondisi harga ditentukan sendiri berdasarkan supply and demand rule, serta 

memisahkan negara dari tugasnya untuk memfasilitasi sistem ekonomi.
91

 Secara 

internasional, bentuk usaha pertama adalah British East India Company (BEIC), 

Dutch East Indies Company (DEIC), Hudson Bay Company (HBC), dan 

Veereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Tetapi, saat ini tujuan korporasi 

tidak sejalan dengan konsep korporasi yang diungkapkan oleh Adam Smith di 

atas, karena tujuan dari korporasi-korporasi tersebut tidak terpisah dari tujuan 

negara. Hal ini dapat dipahami karena masa itu adalah masa kolonialisme di mana 

international economic entity merepresentasikan kepentingan negara asalnya. 

Sebut saja VOC yang merupakan representasi negara Belanda, sedangkan BEIC 

adalah representasi dari negara Inggris.
92

 

Korporasi menurut Michael Nwogugu adalah kumpulan hubungan hukum 

pihak internal dan pihak eksternal dalam suatu badan. Pada badan terdapat atas 

hubungan-hubungan kontraktual, baik yang bersigat implisit maupun eksplisit 

antara pekerja, pemegang saham, manajemen, direksi, pemerintah, konsumen, 

penyedia kebutuhan barang/jasa, pesaing, dan pihak lainnya.
93

 Hubungan 

kontraktual ini timbul dari aktualisasi kebutuhan sosial-ekonomi dari individu-

individu maupun kelompok, baik kebutuhan dasar (perlindungan, makanan, 

hiburan, keluarga), kebutuhan lanjutan (kemakmuran, keanggotaan dalam grup, 

                                                
91Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth Of Nation. (Project 

Guttenberg, 2002), http://www.theprojectgutenberg.org, hal.45.  

92
 Indra Surya, Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal, (Jakarta:Pusat Studi Hukum 

dan Ekonomi FHUI,2009), hal.44-45 

93Michael Nwogugu, “A Contract Theory Approach to Business Bankcruptcy”  
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pengakuan dalam masyarakat), dan kebutuhan lainnya (kekuasaan, aspirasi 

politik, tanggung jawab sosial, kedermawanan, pengawasan grup terhadap 

individu), yang telah menjadikan korporasi dengan apa yang disebut “social 

being”.
94

 Atas hubungan-hubungan kontraktual yang terkait dengan korporasi ini, 

Indra Surya menyimpulkan bahwa eksistensi korporasi bergantung pada 

kemampuan mengelola dinamika internal dan eksternal tersebut. Dalam kaitannya 

dengan memenuhi tujuan perusahaan serta mengikuti kebutuhan (demand/needs) 

pihak-pihak tersebut.
95

 Lebih lanjut, Indra Surya mengatakan bahwa esensi dari 

korporasi adalah kumpulan sejumlah orang yang menginvestasikan uangnya untuk 

mendirikan badan usaha, kemudian menjadi milik korporasi untuk digunakan bagi 

seluruh operasional badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial 

dari demand yang timbul.
96

  

Apabila kita melihat kembali pada peraturan lama Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas ini tidak dijumpai 

dalam pasal-pasalnya. Namun demikian, menurut Sutantya dan Sumatoro dari 

pasal-pasal: 36,40,42, dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
97

 

a. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing 

pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana 

sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan. 

b. adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas 

pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan, mereka semua 

di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan 

tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan 

memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis 

besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang 

belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain. 

                                                
94  Ibid.  

95Indra Surya,op.cit.,hal.46.  

96
  Ibid.,hal.47   

97Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan 

Terbatas.(Jakarta:Penerbit Ghalia Indonesia,2002), hal. 24  
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c. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan 

satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan 

tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan 

anggaran dasar atau keputusan RUPS.  

 

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan 

merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.
98

 

Sesuai dengan hal tersebut, Yahya Harahap menyebutkan bahwa perseroan 

terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of law).
99

 Hal 

ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu perseroan 

merupakan badan hukum.
100

 Suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum 

menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
101

 

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah: yaitu bahwa perseroan mempunyai 

harta kekayaan yang terpisah dari harta pemegang sahamnya. Dan didapat 

dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal 

yang ditempatkan dan modal yang disetor.
102

 

b. Mempunyai tujuan tertentu: yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan 

dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 

huruf b UUPT yang lama menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat 

sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
103

 

c. Mempunyai kepentingan sendiri: yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat 

dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang 

                                                
98Pasal 1 ayat (1) UUPT  

99M.Yahya Harahap, Separate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil, 

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, Tahung 2007, hal.44.  

100Purwosutjipto, hal.91  

101Ridwan Syahrani, hal.61  

102  Ibid.  

103  Ibid.  
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dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan 

kepentingannya terhadap pihak ketiga.
104

 

d. Ada organisasi yang teratur yaitu badan hukum mempunyai organisasi 

yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar 

yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya 

organisasi yang teratur.
105

  

 

Di lain pihak, Ray Widjaja menyebutkan bahwa ciri dan sifat yang 

membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal 

2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan 

utang pemegang saham 

3. Pemegang Saham: 

a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung 

jawab terbatas (limited liability) 

b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham 

yang telah diambil 

c. tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat 

atas nama perseroan 

4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau 

direksi 

5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas 

6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

 

Namun demikian, secara lebih komprehensif, Bainbridge menjelaskan ciri-

ciri suatu Limited Liability Company yang dalam system hukum Indonesia 

dipadankan dengan Perseroan Terbatas, terdiri atas:
106

 

                                                
104  Ibid.  

105
  Ibid.  

106Stephen M. Bainbridge, Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation through 

Choice of Form, Coporation and Economics (Foundation Press:2001), hal. 3  
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1. Associates (pendirian Limited Liability Company (LLC), didasarkan pada 

berkumpulnya subjek hukum dan berkumpulnya modal 

2. A business purpose (pendirian dari LLC, harus ditujukan untuk 

kepentingan mencari keuntungan) 

3. Continuity of life (hidupnya LLC terpisah dari hidupnya para pengurus 

(management), pergantian manajemen tidak mengakibatkan kematian dari 

LLC 

4. Limited Liability (LLC sebagai Legal Entity, memilki kekyaan sendiri 

yang terpisah dari pendirinya dan bersifat mandiri, oleh karena itu pendiri 

sebagai pemegang saham terbatas tanggungjawabnya pada saham yang 

dimiliki) 

5. Free transferability of ownership (kepemilikan atas saham suatu LLC 

adalah tidak diam, tetapi dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak 

lain, sehingga kepemilikan atas saham suatu LLC tidak selalu dimiliki oleh 

pendiri) 

 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri 

pokok dari Perseroan Terbatas, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para 

pemegang saham, yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawabnya 

tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna 

mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Undang-

Undang PT menegaskan bahwa Perserotan Terbatas merupakan badan hukum 

yang tercipta karena undang-undang.  

Dalam ilmu hukum, subjek hukum terdiri atas 2 macam, yaitu: 1) orang 

pribadi (natural person atau naturlijk persoon) dan 2) badan hukum (artificial 

person atau recht persoon). Mengenai pemahaman atas artificial person, Justice 

Buckley L. mengilustrasikan bahwa artificial person ialah korporasi yang tidak 

memiliki keberadaan fisik. Keberadaannya hanya dalam kontemplasi hukum, 

korporasi yang tidak memiliki bagian tubuh maupun hasrat. Korporasi tidak dapat 

menggunakan senjata maupun ikut dalam perang, korporasi tidak dapat dikatakan 
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loyal atau tidak loyal, maupun melakukan pengkhianatan, korporasi tidak dapat 

menjadi teman maupun musuh. Terlepas dari kepengurusannya, korporasi tidak 

memiliki pemikiran harapan maupun niat. Untuk itu, korporasi tidak memiliki 

pikiran selain pikiran dari pengurusnya.
107

 

Perbedaan antara orang pribadi dan badan hukum menurut Buckley L.J. 

adalah sebagai berikut: 

“The artificial legal person called the corporation has no physical existence. 

It exists only in contemplation of law. It has neither body, parts, nor passions. 

It cannot wear weapons nor serve in wars. It can be neither loyal nor 

disloyal. It can-not compass treason. It can be neither friend nor enemy. 

Apart from its corporators it can have neither thoughts, wishes, nor 

intentions, for it has no mind other than the minds of the corporators.”
108

 

 

Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau 

cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau 

membuat perikatan.
109

 Dengan kata lain, batasan suatu perseroan terbatas sebagai 

badan hukum bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan 

perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan, dan terbatas pada hal-hal 

yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar suatu perseroan.  

3.1.1. Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum yang Terpisah (Separate 

Legal Personality) 

Menurut Henry Hansmann dan Reiner Kraakman, hal yang sangat sentral 

dalam mendefinisikan korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi yang 

lain adalah prinsip separate legal personality dan limited liability. Terhitung sejak 

memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan 

pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari korporasi 

itu sendiri, yaitu sebagai subjek hukum yang mandiri.
110

 Menurut Ross Grantham, 

konsekuensi dari corporate personality tersebut adalah diakuinya korporasi untuk 

                                                
107Daimler Co.Ltd. Continental Tire v Rubber Co. Great Britain (Wikipedia) 

108 Ibid. 

109
 Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1996), hal.17. 

110 Ray Widjaja, Hukum Korporasi, Op. Cit., hal. 131. 
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tujuan hukum, korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban yang berbeda 

dengan hak dan kewajiban yang dimiliki individu untuk mendapatkan keuntungan 

dari bisnis korporasi tersebut.
111

 

Konsep legal personality pertama kali berasal dari perkara Salomon v. A 

Salomon & Co. Ltd yang menyebutkan bahwa entitas hukum bukan manusia telah 

ada sejak zaman Romawi.
112

 Kaitannya dengan limited liability, menurut Pettet, 

pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap aset 

korporasi melebihi saham yang mereka miliki. Bahkan hukum Inggris. Melalui 

Section 74 The Insolvency Act 1986 menyebut prinsip limited liability ini sebagai 

kekebalan pemegang saham dair hutang korporasi. Oleh karena itu, disimpulkan 

oleh Ross Grantham menyimpulkan bahwa: 

Prinsip limited liability adalah “speaks expressly to shareholders,” sedangkan 

prinsip separate legal personality adalah memberikan secara tidak langsung 

perlindungan bagi Direksi dan juga perlindungan atas investasi dari 

pemegang saham dalam bisnis korporasi.
113

 

 

Dengan demikian meskipun orang yang menjalankan perseroan silih berganti, 

perseroan tetap memiliki identitas yang mandiri. Demikian juga dengan alur 

kepentingan korporasi yang terus berputar, atau diulang kembali setiap kali terjadi 

perubahan pemegang saham, direksi maupun komisaris. Murray A. Pickering 

menyebut hal ini sebagai fundamental concept yang dalam perkembangannya 

pengadilan tetap selalu kesulitan membedakan korporasi sebagai legal entity 

dengan pengurusnya secara hakiki.
114

 

Dalam pelaksanaan di Indonesia, doktrin separate legal personality ini 

memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam UUPT bahwa setelah perseroan 

memperoleh status badan hukum, pemegang saham hanya atau tinggal satu orang. 

                                                
111 “Corporate personality entails that the company is recognized for the purposes of the law 

as a right and duty bearing entry that is distinct from those natural persons who benefit from the 

company’s business or through whom, …” Gratham, Op. Cit., hal. 2. 

112 “The notion of non-human juristic entitiesas a history going back at least to Roman times,” 

Salomon v. A Salomon & Co. Ltd AC 22, (1987). 

113
 Grantham, Op. Cit., hal. 2. 

114 Murray A. Pickering, The Company As A Separate Legal Entity, The Modern Law 

Review, Vol.31, No. 5, September 1968, hal. 17. 
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Dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak berkurangnya pemegang saham 

tersebut, maka pemegang saha, yang tersisa wajib mengalihkan sebagian 

sahamnya kepada pihak lain atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain.
115

 

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut pemegang saham tetap kurang dari 

dua atau tidak dilaksanakan ketentuan tersebut,
116

 maka doktrin separate legal 

personality tersebut menjadi terabaikan, sehingga pemegang saham bertanggung 

jawab secara pribadi atas segala macam perikatan atau kerugian perseroan.  

Konsep suatu badan usaha sebagai separate legal entity dan limited liability 

yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas adalah satu-satunya kontribusi terbesar 

hukum bagi dunia bisnis dan perdagangan. B.C. Hunt menyebutnya sebagai “The 

brilliant intellectual achievement of the Roman Lawyers, the juristic person, a 

subject of rights, and liabilities as is a natural person.”
117

 

3.1.2. Pendirian Perseroan Terbatas 

Sebelumnya telah disebutkan bahwa subjek hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu 

orang pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, seseorang dinyatakan 

sebagai seubjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahiran dan 

berakhir pada saat meninggal dunia.
118

 Sementara itu, terhadap badan hukum 

dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh 

pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM), dan berakhir sebagaimana 

diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut. 

Tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas itu sendiri berdasarkan peraturan 

yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, baik 

KUHD, UUPT, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian Perseroan 

Terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal 

yang sekecil-kecilnya.  

                                                
115 Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

116 Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

117 B.C. Hunt, The Development of the Business Corporation in England 1800-1867, 1936, 

hal. 3. 

118 Bahkan menurut Pasal 2 KUHPerdata disebutkan bahwa “Anak yang masih dalam 

kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila juga kepentingan si anak 

menghendakinya…” 
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Tujuan pendirian perseroan Terbatas tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro 

harus disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dengan menyebutkan 

lapangan kerja atau lingkup usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas. 

Dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
119

 

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-

syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT. Pendirian Perseroan 

Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
120

 

1. Perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris 

yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini menegaskan prinsip 

bahwa sebagai badan hukum perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, 

karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. 

Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia ini sama dengan 

yang diatur dalam hukum Inggris, tetapi sangat berbeda dengan 

pengaturan pendirian Limited Liability Company di Amerika Serikat yang 

memungkinkan Limited Liability Company didirikan oleh satu orang saja. 

Pengaturan di Amerika sebenarnya ditemukan di Indonesia yaitu dalam 

hal pendirian Badan Usaha Milik Negara persero. Kemudian perjanjian 

tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian 

pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi 

harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta 

pendirian tersebut dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta tersebut sah 

apabila dibuat dalam bahasa lain, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk 

mengajukan pengesahan akta pendirian tersebut. 

2. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya 

keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai 

badan hukum mulai diakui eksistensinya sebagai subjek hukum sejak 

tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum 

                                                
119

 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Korporasi dan Koperasi di Indonesia, Jakarta: 

Dian Rakyat, 1967, hal. 65. 

120 Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas.  
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perseroan. Seluruh tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi 

tanggung jawab setiap pendiri secara tanggung renteng. Seiring denagn 

perkembangan teknologi dan kebutuhan akan layanan cepat, saat ini 

pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan melalui jasa teknologi 

informasi system administrasi badan hukum secara elektronik. 

3. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham 

menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam 

bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham, yang 

bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain 

atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Konsisten 

denga konsep pendirian perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka 

kepemilikan atas saham suatu perseroan tidak boleh dimonopoli oleh satu 

orang. Sehingga suatu perseroan yang hanya memiliki satu pemegang 

saham saja dalam waktu enam bulan setelah mendapatkan pengesahan 

badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau 

menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain. Dengan 

demikian, saham perseroan tersebut dimiliki lebih dari satu orang 

pemegang saham. Apabila pemegang saham masih tetap satu orang setelah 

lewat waktu enam bulan, maka perikatan dan kerugian perseroan akan 

menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham. 

Setelah dibuatnya akta notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur 

dalam UUPT, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri 

mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara yang 

diatur dalam UUPT
121

 bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan 

memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan tersebut dengan 

mengisi format isian secara elektronik yang memuat : a) nama dan tempat 

kedudukan persero; b) jangka waktu berdirinya perseroan; c) maksud dan tujuan 

serta kegiatan usaha perseroan; d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan 

modal disetor, serta e) alamat lengkap perseroan, yang terlebih dahulu harus 

dilakukan pengajuan nama perseroan.  

                                                
121 Lihat Pasal 9 UUPT.  
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Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen 

pendukung dalam hal format isian. Apabila keterangan mengenai dokumen 

pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri. Dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon 

wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen 

pendukung. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat 

empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang 

pengesahan badan hukum Perseroan.  

Secara umum, proses pendirian perseroan pada hakikatnya terdiri dari 4 

(empat) tahap, yaitu: 

1. Tahap akta notaris 

2. Tahap pengesahan oleh instansi yang berwenang 

3. Tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan 

4. Tahap pengumuman dalam berita Negara Republik Indonesia 

 

Dengan diperolehnya pengesahan menteri, maka perseroan mendapatkan 

statusnya sebagai badan hukum. Pada saat seperti ini tanggung jawab pribadi 

pendiri beralih ke tanggung jawab perseroan sebagai subjek hukum (pengemban 

hak dan kewajiban). Terhitung sejak saat itu, kerugian yang diderita perseroan 

hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan. 

Purwosutjipto menyebutkan bahwa lembaga pengesahan bertujuan untuk 

mengadakan pengawasan preventif, dalam bentuk pemeriksaan yang seksama 

oleh pemerintah terhadap semua perseroan yang dibentuk dalam wilayah Negara 

RI. Lebih lanjut, Purwosutjipto menyebutkan bahwa bentuk pengawasan preventif 

yang intensif, baik dalam bentuk pengesahan atau yang lainnya, tidak hanya 

disyaratkan bagi pendirian perseroan baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada 

perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila inging 

memperpanjang masa hidup perseroan.
122

 

                                                
122 Purwosutjipto, Op. Cit., hal. 97. 
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3.1.3. Perubahan Anggaran Dasar 

Anggaran Dasar suatu perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi 

dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.
123

  

Sehubungan dengan tujuannya semata-mata mencari keuntungan (profit 

oriented), suatu perseroan harus dapat tumbuh dengan besar, karena hal tersebut 

sesuai dengan hakikatnya sebagai the steam engine of capitalism, dalam kondisi-

kondisi tersebut terkadang anggaran dasar yang dibuat pada awal pendirian 

dirasakan tidak lagi sesuai. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perubahan 

anggaran dasar diatur dalam Pasal 21 UUPT adalah sebagai berikut
124

: 

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri. 

2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan 

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 

c. jangka waktu berdirinya perseroan 

d. besarnya modal dasar 

e. pengurangan modal 

f. ditempatkan dan disetor 

g. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau 

sebaliknya 

3. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

cukup diberitahukan kepada menteri. 

4. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

(3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. 

5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat 

yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. 

6. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris 

setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5). 

                                                
123   Ibid. 

124Pasal 21 UUPT  
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7. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada menteri, paling lambat tiga puluh 

hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan 

anggaran dasar. 

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri. 

9. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran 

dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada menteri. 

 

Oleh karena itu, perubahan anggaran dasar harus dilakukan oleh RUPS terkait 

dengan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar yang harus ditetapkan. 

Apabila dalam rencana atau agenda RUPS tidak dicantumkan perubahan anggaran 

dasar, anggota (pemegang saham) dalam RUPS dapat menolak untuk pembahasan 

perubahan anggaran dasar tersebut. 

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT di atas, diatur dua tindakan 

administrative atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan yaitu dengan 

persetujuan menteri, dan pemberitahuan kepada menteri atas perubahan anggaran 

dasar lain. Data perseroan seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat (2) UUPT 

yaitu meliputi hal berikut: 

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, 

jangka waktu pendirian, dan permodalan. 

2. Alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

3. Nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai 

pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

ayat (4). 

4. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1). 

5. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal 

penerimaan pemberitahuan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 25 ayat (2). 
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6. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan 

akta perubahan anggaran dasar. 

7. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota 

dewan komisaris perseroan. 

8. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan 

pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan 

kepada menteri. 

9. Berakhirnya status badan hukum perseroan. 

10. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi 

perseroan yang wajib diaudit. 

 

Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan menteri mulai 

berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan 

perubahan anggaran dasar. Kecuali jika undang-undang menentukan lain. 

Sedangkan perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang hanya 

membutuhkan pemberitahuan kepada menteri, mulai berlaku sejak tanggal 

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh 

menteri.  

Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut 

harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroan ke dalam 

daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggarakan oleh menteri. Dalam 

ketentuan UUPT lama (UU No.1 Tahun 1995), suatu perseroan terbatas dikatakan 

sempurna status badan hukumnya badan hukum ketika pendaftaran dan 

pengumuman telah dilakukan di mana dalam Pasal 23 diatur bahwa selama 

pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung 

renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan 

perseroan, hal ini berbeda yang diatur dalam UUPT yang baru di mana Perseroan 

Terbatas sempurna statusnya sebagai badan hukum ketika mendapatkan 

pengesahan dari menteri.  

Ketentuan daftar perseroan yang diatur UUPT ini berhubungan dengan UU 

Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pemerintah 

nomor 24 tahun 1998 dan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan 
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Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1998, tentang penyelenggaraan wajib 

daftar perusahaan. Kegiatan pendaftaran tersebut diselenggarakan oleh menteri 

perindustrian dan perdagangan (sekarang menteri perdagangan). Peraturan 

tersebut mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftar korporasinye berdasarkan 

akta-akta yang telah diotorisasi oleh menteri hukum dan HAM. Otorisasi tersebut 

meliputi; akta pendirian sesuai dengan pengesahan menteri kehakiman, akta 

perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan menteri; atau akta perubahan 

anggaran dasar dan laporan kepada menteri.  

Tujuan dari pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang 

Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk mecatat bahan-bahan keterangan yang 

dibuat secara benar dari suatu korporasi dan merupakan sumber informasi resmi 

untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas korporasi yang 

tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.  

Oleh karena itu, setiap korporasi termasuk korporasi asing yang berkedudukan 

dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia dan memiliki 

izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. 

Peraturan tentang kewajiban daftar perusahaan yang diselenggarakan oleh 

Menteri Perdagangan ini memiliki pengecualian yaitu terhadap: 

1. perusahaan jawatan 

2. perusahaan yang diurus atau dikelola oleh pemiliknya sendiri, atau hanya 

dengan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri 

3. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah 

sehari-hari pemiliknya 

4. perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu 

persekutuan 

 

Terhadap akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar yang membutuhkan 

persetujuan menteri dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima 

pemberitahuannya oleh menteri harus diumumkan dalam tambahan berita negara 

Republik Indonesia, terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal 

diterbitkannya keputusan menteri atau sejak perubahan anggaran dasar diterima.  
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Seperti yang telah dibahas sebelumnya dan dalam kaitannya dengan tanggung 

jawab direksi, pengumuman ini bukan merupakan hal yang prinsipil bagi direksi. 

Karena direksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan 

selama pendaftaran dan pengumuman. Sesuai dengan UUPT yang baru, 

disebutkan bahwa suatu Perseroan menjadi badan hukum tidak didasarkan pada 

pengumuman dalam tambahan berita negara, tetapi sejak dikeluarkannya 

kesepakatan menteri. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Perseroan Terbatas 

yang lama. 

Oleh karena itu pendaftaran dan pengumuman perseroan dalam hal ini tidak 

memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab anggota direksi, tetapi 

untuk pemenuhan asas publisitas kepada pihak ketiga dan kepentingan pendataan 

perseroan di Indonesia. 

3.2. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ 

Perseroan Terbatas  

3.2.1. Syarat Pengangkatan Direksi 

Menurut Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi sebagai organ Perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan sesuai dengan maksdu dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan, baik di dalam maupun du luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. Secara umum, syarat untuk menjadi anggota direksi suatu 

perseroan terbatas sangatlah sederhana yaitu orang perseorangan yang cakap 

melakukan perbuatan hukum.  

Secara umum, syarat untuk menjadi anggota direksi perseroan terbatas sangat 

sederhana yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum 

(Pasal 93 ayat (1) UUPT). Kalimat “orang perseorangan” dalam pasal tersebut 

menunjukkan “manusia” (natural person) dan melarang anggota direksi dijabat 

oleh suatu badan usaha (corporate directors) seperti yang diakui di beberapa 

negara lain termasuk Hong Kong.
125

  

Dalam hukum perdata dikenal orang yang tidak cakap hukum yaitu mereka 

yang berada di bawah pengawasan (curatele) yang selalu harus diwakili orang tua, 

                                                
125Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, hal. 267  
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wali, atau kuratornya. Golongan curatele adalah mereka yang sudah dewasa 

namun menderita sakit ingatan dan mengobral kekayaannya. Kedudukan 

seseorang yang ditaruh di bawah curatele adalah sama seperti seorang yang belum 

dewasa di mana yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan perbuatan-

perbuatan hukum secara sah.
126

 

Syarat umum lain, calon direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum 

pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota 

Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perseroan dinyatakan pailit, atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan sengan sector 

keuangan. Untuk membuktikan dipenuhinya persyaratan di atas, Pasal 93 ayat (3) 

UUPT mewajibkan calon anggota Direksi menyerahkan surat pernyataan di mana 

jangka waktu 5 tahun yang telah disebutkan sebelumnya adalah sejak 

dikeluarkannya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
127

 

Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUPT, pengangkatan calon anggota Direksi akan 

batal karena hukum apabila anggota direksi lainnya (apabila terdapat lebih dari 

satu orang anggota direksi) atau dewan komisaris mengetahui bahwa syarat-syarat 

yang tercantum dalam pasal 93 UUPT tidak terpenuhi. Berikut merupakan bunyi 

pasal 95 ayat (1) UUPT
128

: 

“Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat 

anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak 

terpenuhinya persyaratan tersebut.” 

Pasal 93 ayat (2) menyatakan persyaratan umum lain yang harus dipenuhi 

Direksi. Direksi menekankan pada “reputasi baik” yang dibuktikan dengan
129

: 

                                                
126 H.Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, Bab-bab Hukum Perikatan (Peringatan-

Pengertian Elementer), (Bandung:Mandar Maju,1995), hal.120  

127 penjelasan pasal 93 ayat (3) UUPT 

128 pasal 95 ayat (1) UUPT 

129
 Bagian III.1.10 dari Peraturan No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas 

Selain Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Keputusan Direksi PT Bursa Efek 

Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004). Lihat Cornelius Simanjuntak, Merger 

Perusahaan Publik, Suatu Kajian Hukum Korporasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hal.245 
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a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam 

kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

b. Tidak pernah dinyatakan pailit 

c. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang 

pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit. 

d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan 

dalam kurun waktu waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

e. Tidak dalam pengampuan. 

 

Syarat untuk menjadi direktur perusahaan terbuka lebih “berat” mengingat 

perkembangan pasar modal yang cepat yang dibarengi dengan beragamnya 

transaksi pasar modal yang seluruhnya membutuhkan anggota Direksi perusahaan 

terbuka yang konsisten melaksanakan fiduciary duties nyadan memahami 

peraturan pasar modal yang berlaku. Pemahaman atas peraturan perundang-

undangan termasuk peraturan pasar modal mutlak bagi Direksi perusahaan 

terbuka guna menerapkan Prinsip Good Corporate Governance dan guna 

mengindari terjadinya kasus-kasus pasar modal.
130

  

3.2.2. Tugas Direksi 

3.2.2.1. Tugas Pokok Mengurus Perusahaan (Daily Management) 

Pasal 92 ayat (1) UUPT berisikan tugas utama organ perseroan yang 

bernama Direksi, yaitu menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 

92 ayat (1) UUPT menegaskan tentang ruang lingkup dari frasa “perseroan” 

yaitu pengurusan sehari-hari dari Perseroan.
131

 

Tugas yang melekat pada direksi yaitu melakukan pengurusan sehari-hari 

membawa akibat hukum bagi Direksi yaitu Direksi bertanggung jawab atas 

                                                
130 Terkait dengan pemahaman atas peraturan pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal-

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memperkirakan sekitar 50% Direksi dan Karyawan Perusaaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak mengetahui tentang aturan pasar modal. 

Indikasinya terlihat dari kasus-kasus pasar modal yang diperiksa oleh Bapepam-LK. Lihat surat 

kabar Seputar Indonesia, edisi tanggal 29 Desember 2007 

131Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. Organ Perseroan Terbatas. (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2009), hal. 38 
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pengurusan Perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT. 

Keterikatan antara tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai 

berikut
132

: 

Pasal 92 ayat (1) UUPT 

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

Pasal 97 ayat (1) UUPT 

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 

 

Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 

tersebut dalam system common law dikenal dengan prinsip fiduciary duties. 

Dengan prinsip fiduciary duties ini, seorang direktur memiliki hubungan 

fidusia
133

 dengan perseroan di mana direktur tersebut telah mengikatkan diri 

dengan atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik (bonafide) 

untuk kemanfaatan atau keuntungan perseroan. Segala hak dan kewajiban 

yang diberikan kepada Direktur harus dijalankan untuk memajukan 

kepentingan perseroan.
134

 Maka, terdapat kepentingan perseroan dan itikad 

baik yang kedua-duanya harus dilankan oleh direksi.
135

 

Prinsip tersebut juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdaeini yang 

mengatakan bahwa kedua unsur “kepentingan dan tujuan/usaha perseroan” 

dan “itikad baik dan penuh tanggung jawab” sebagai bagian integral dari 

                                                
132   Ibid. 

133 Fiduciary berasal dari akar bahasa Latin yaitu fides yang berarti faith (kepercayaan). Lihat 
Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, op.cit., hal.229 

134 Pearlie Koh dan Victor Yeo, hal.82 

135 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, op.cit. hal. 39 
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pengurusan perseroan oleh Direksi harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan 

alternative, artinya harus dipenuhi kedua-duanya.
136

 

Direksi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan 

perseroan atau menggunakan perseroan yang vertujuan bukan untuk 

kepentingan perseroan atau bertentangan dengan tujuan perseroan. Direksi 

tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. 

Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk 

kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat 

melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan perseroan, tetapi tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam 

anggaran dasarnya. Misalnya, suatu perseroan yang di dalam anggaran 

dasarnyaditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan jasa pengerah tenaga 

kerja, tetapi direksi melakukan kegiatan import. Sekalipun kegiatan tersebut 

yang dilakukan direksi sangat menguntungkan perseroan, tetap direksi 

dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.137 

Seorang anggota direksi dapat memperoleh keuntungan yang bersifat 

pribadi dari jabatan dan tugasnya dengan bermacam-macam cara, yang 

didapat melalui cara yang sah, atau dengan cara yang melanggar hukum atau 

norma etika. Contoh perbuatan-perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik itu 

antara lain sebagai berikut
138

:  

1. perseroan membeli barang dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi 

dan harga yang wajar, dan atas transaksi pembelian tersebut direksi 

mendapatkan komisi dari pihak penjual.  

2. perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan 

harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya dan direksi memperoleh 

keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.  

                                                
136 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening juncto 

UU No.4 Tahun 1998, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2002), hal.425 

 137 Agus Budiyanto,SH.M.Hum, Kedudukan Hukum dan tanggung Jawab Pendirian 
Perusahaan, (Jakarta :Ghalia Indonesia,2002),hal.154.   

 

138   Ibid. 
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3. pemberian kredit kepada pihak lain tanpa analisa kredit yang baik 

meskipun permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak layak (fesible), 

tetapi direksi memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohonkan dan 

ternyata kemudian kredit menjdai macet yang sangat merugikan perseroan.  

4. seorang anggota direksi memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya dengan 

memanfaatkan kesempatan transaksi yang semestinya dilakukan dengan dan 

untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi diberikan kepada 

perseroan lain untuk keuntungan tertentu bagi anggota direksi.  

Apabila anggota direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut yang menyebabkan 

Perseroan menderita kerugian, maka oleh pasal 97 ayat (3), anggota Direksi 

tersebut wajib memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian 

yang diderita perseroan. Bunyi pasal 97 ayat (3) UUPT adalah sebagai 

berikut
139

: 

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

 

Tanggung jawab secara pribadi seperti yang dimaksud pasal 97 ayat (3) 

UUPT tersebut muncul apabila terbukti anggota direksi bersalah atau lalai dan 

terdapat unsur kerugian yang diderita Perseroan,dan masalah kesalahan, 

kelalaian dan kerugian tersebut merupakan masalah peradilan. Oleh karena 

itu, Pasal 97 ayat (6) dan ayat (7)  UUPT memberikan landasan hukum bagi 

pemegang 1/10 saham dengan hak suara perseroan atau bagi anggota Direksi 

baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan anggota Dewan Komisaris 

untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota Direksi 

yang karena kesalahannya menimbulkan kerugn bagi Perseroan.
140

 

                                                
139 UUPT pasal 97 ayat (3) 

140 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, op.cit. hal.41 
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3.2.2.2. Kewenangan Direksi PT 

Direksi suatu PT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai organ 

PT yang bertanggung jawab dalam pengurusan sehari-hari perseroan oleh UUPT 

dilengkapi dengan kewenangan (otoritas) karena tanpa adanya kewenagan 

tersebut, pelaksanaan tugas dan kewajibannya jelas tidak akan berjalan efektif.
141

 

 

Kewenangan Direksi yang diatur dalam UUPT adalah kewenangan mewakili 

PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

98 ayat (1) UUPT yaitu sebagai berikut
142

: 

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan 

Kewenangan mewakili PT ini tidak dimiliki oleh organ PT lainnya dan untuk 

menjalankan kewenangan tersebut, Direksi tidak memerlukan suatu surat kuasa 

atau dokumen pendelegasian dari organ PT lainnya dan pihak ketiga yang 

berhubungan dengan PT tidak berhak untuk mensyaratkan surat kuasa apabila 

anggaran dasar PT dengan siapa mereka berhubungan jelas menunjukkan nama 

anggota Direksi. Direksi yang mewakili Perseroan tersebut bertindak berdasarkan 

kuasa menurut hukum (wettelijke vertegenwoordig atau legal mandatory) yang 

artinya UUPT sendiri yang telah menetapkan seseorang (Direksi) menurut hukum 

bertindak mewakili orang atau badan hukum (PT) tanpa memerlukan surat 

kuasa.
143

  

Kewenangan Direksi mewakili PT seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) 

UUPT disebutkan tidak terbatas dan tidak bersyarat, dan pasal yang sama 

menyatakan pula bahwa hal-hal yang dapat mengapus kewengangan tersebut 

                                                
141 Eratnya korelasi antara wewenang dan tanggung jawab, juga ditegaskan oleh Wasis yang 

menyatakan bahwa ditinjau dari sisi struktur organisasi perusahaan, manajemen yang efektif tidak 

dapat dijalankan tanpa adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada bagian atau 

orang yang ada di bawahnya. Wewenang dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Orang tidak dapat bertanggung jawab tanpa diberi wewenang dan sebaliknya orang 

yang mempunyai wewenang dengan sendirinya harus bertanggung jawab. Lihat Wasis, Pengantar 
Ekonomi Perusahaan,(Bandung,1997), hal. 39 

142Pasal 98 ayat (1) UUPT  

143 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal.8-9 
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adalah UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS).
144

  

 

1) Pengaruh Kepailitan terhadap Kewenangan Direksi 

Pembatasan kewenangan direksi, yaitu pada saat PT dinyatakan pailit, 

mengacu pada Pasal 24 dan Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang menggambarkan 

pembatasan kewenangan Direksi tersebut. 

Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut berbunyi
145

: 

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus 

kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan 

pernyataan pailit diucapkan.  

 

Sementara, Pasal 16 UU tersebut menyatakan bahwa
146

: 

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan 

atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucpkan meskipun terhadap 

putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 

Bunyi pasal 24 UU No.37 Tahun 2004 tersebut menegaskan hapusnya 

“demi hukum” hak Debitur untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, hak 

mana sebelumnya dijalankan oleh Direksi sebagai organ perseroan, dan hapus 

atau hilangnya hak tersebut adalah demi huku yang artinya tidak dapat 

diperlukan tindakan lanjutan apapun untuk menyempurnakan hapus atau 

hilangnya hak menguasai dan mengurus kekayaan Debitur tersebut, dan pada 

saat ini juga tidak akan terjadi kekosongan hukum karena Kurator langsung 

mengisi peran direksi yang sebelumnya menguasai dan mengurus kekayaan 

Debitur. Wewenang Kurator terhadap harta pailit ditegaskan kembali dalam 

penjelasan Pasal 105 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu bahwa sejak putusan pailit 

diucapkan, semua wewenang Debitur untuk menguasai dan mengurus harta 

pailit termasuk memperoleh keterangan mengani pembukuan, catatan, 

                                                
144 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, op.cit., hal. 53 

145
 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hal.16 

146   Ibid., hal.12 
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rekening bank, dan simpanan Debitur dari bank yang bersangkutan beralih 

kepada Kurator.
147

 Fungsi Direksi sebagai organ perseroan tetap berlaku 

namun apabila pelaksanaan fungsi organ PT menyebabkan berkurangnya harta 

pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit merupakan 

wewenang Kurator.
148

 

 

2) Sistem Perwakilan Kolegialitas 

UUPT menganut system perwakilan kolegial yang artinya masing-masing 

anggota Direksi berwenang mewakili PT.
149

 Maka, apabila Direksi PT terdiri 

dari 2 orang, masing-masing direktur berwenang mewakili PT. Namun, Pasal 

tersebut juga memperkenankan anggaran dasar PT untuk menentukan anggota 

Direksi tertentu yang akan mewakili PT, yang dalam praktik penyusunan 

anggaran dasar PT, anggota Direksi yang mendapat kewenangan mewakili PT 

adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur.  

 

3) Doktrin Ultra Vires 

Pengertian mengenai kewenangan Direksi sebagaimana telah dipaparkan 

di atas harus dilengkapi tentang doktrin Ultra Vires yang pada awalnya timbul 

dalam kasus hukum korporasi di Inggris dan Amerika Serikat dan kemudian 

mengalami evolusi ke arah peniadaan doktrin ini dengan adanya amandemen 

terhada peraturan perundang-undangan yang mengizinkan anggaran dasar PT 

untuk mengatur kewenangan perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha 

yang sangat luas.
150

 Ultra Vires merupakan tindakan perseroan yang 

melampaui batas kewenangan korporasi yang tercantum dalam anggaran dasar 

perseroan yang bersangkutan. Doktrin tersebut dalam system hukum 

Indonesia perlu dipahami secara utuh oleh Direksi PT sehingga kesdudukan 

mereka yang mewakili PT dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum 

                                                
147 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hal. 257 

148 Penjelasan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 

149 Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT 

150 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, op.cit., hal. 58 
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tetap dala cakupan maksud dan tujuan. Apabila PT yang diwakilinya 

melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha perseroan, maka tindakan PT tersebut berada di luar garis yang 

ditetapkan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan dan konsekuesni 

hukumnya adalah tindakan PT tersebut batal dan tidak mengikat PT yang 

bersangkutan.
151

 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ajaran ultra vires lambat laun 

menjadi tidak berarti dengan diterimanya oleh peraturan perundang-undangan 

kewenangan yang sangat luas yang melekat pada perseroan sebagaimana 

layaknya manusia (natural person) dalam arti perseroan berwenang 

melakukan kegiatan usaha apa saja sepanjang kegiatan tersebut sah menurut 

hukum. Bagi system hukum yang belum menerima konsepsi kewenangan PT 

yang tanpa batas tersebut, termasuk Indonesia melalui Pasal 18 UUPT yang 

tegas menyebutkan keharusan suatu “usaha pokok” dan kegiatan usaha yang 

menunjang usaha pokok tersebut dan kegiatan usaha tersebut dirinci dalam 

anggaran dasar
152

, terdapat solusi untuk menghindari ultra vires tersebut, yaitu 

dengan melakukan pengubahan anggaran dasar perseroan yaitu dengan 

memasukkan bidang usaha yang akan dijalankan perseroan, sehingga pada 

saat perseroan membuat kontrak yang terkait dengan kegiatan usaha yang 

sebelumnya tercantum dalam anggaran dasarnya.
153

 

 

Menurut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR/1999 Tahun 

1999 tentang Bank Umum, Anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib 

memenuhi perseyaratan sebagai berikut
154

: 

                                                
151 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. (Bandung: 

Citra Aditya Bakti,2007), hal. 250 

152 Penjelasan pasal 18 UUPT 

153 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, op.cit., hal. 62 

154 Pasal 19 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR/1999 
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a. Tidak termasuk dalam daftaqr orang tercela di bidan 

perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia 

b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya 

c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan 

memiliki integritas yang baik 

 

Anggota dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki integritas yang baik 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di atas, antara lain adalah pihak 

yang: 

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik 

b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengemban operasional Bank 

yang sehat 

d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan Komisaris dan 

Direksi Bank  

 

Bank diharuskan untuk memiliki dewan Komisaris yang sekurang-

kurangnya terdiri dari dua orang yang memiliki peengtahuan dan atau 

pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan komisaris hanya dapat 

merangkap jabatan sebagai anggota dewan komsaris sebanyak-banyaknya 

pada satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau sebagai anggota 

Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung 

jawab penuh sebanyak-banyaknya pada dua perusahaan lain bukan bank atau 

bukan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, mayoritas anggota dewan 

Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 

termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggotra dewan komisaris 

lain.
155

 

Selanjutnya, mengenai direksi Bank, sekurang-kurangnya berjumlah tiga 

orang. Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam 

operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif 

                                                
 155 Ibid., Pasal 21 
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pada bank.
156

 Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga 

sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar 

dan besan dengan anggota Direksi lain atau anggota dewan Komisaris. 

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan 

Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, 

perusahaan, atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melebihi 25% dari modal disetor 

pada suatu perusahaan lain. Direksi Bank dilarang memberikan kuasa umum 

kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa 

batas.
157

  

Sebagai syarat pengangkatannya, Calon anggota dewan Komisaris atau 

Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat 

dan menduduki jabatan. Permohonan untuk memperoleh persetujuan wajib 

disampaikan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan mengangkatan 

dimaksud disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Persetujuan 

atua penolakan atas permohonan pengankatan anggota dewan Komisaris atau 

Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen 

permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan 

atau penolakan sebagaimana dimaksud sebelumnya, Bank Indonesia 

melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang 

dibutuhkan, serta melakukan wawancara terhadap caling anggota dewan 

Komisaris atau Direksi. Laporan mengenai pengankatan anggota dewan 

Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank 

Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan 

dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, 

disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat 

anggota.
158

 

                                                
 156 Ibid., Pasal 22 

 
157

 Ibid., Pasal 23  

 

 158 Ibid., Pasal 24 
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Aturan-aturan di atas juga diamini oleh PBI No.2/27/PBI/2000 tentang 

Bank Umum. Dalam PBI ini diatur pula mengenai tata cara serta syarat 

pengangkatan Pejabat Eksekutif. Menurut Pasal 1 angka 12 PBI ini, Pejabat 

Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan 

operasional bank serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi.  

Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau Pemimpin Kantor 

Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai 

dengan surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif 

atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank, serta dokumen yang 

menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank. 

Apabila berdasarkan penilaian dan penellitian Bank Indonesia, Pejabat 

Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang 

yang dilarang menjadi pemegan saham, Pemegang Saham Pengendali, 

pengurus, Pejabat Eksekutif Bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka 

Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.
159

 

 

3.3. Dewan Komisaris Sebagai Organ PT 

Pasal 1 angka 6 UUPT mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai berikut
160

: 

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bgertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada Direksi” 

Dari pasal tersebut dapat dilihat dua tugas pokok Dewan Komisaris yaitu 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, serta memberikan nasihat 

kepada Direksi. Dalam pelaksanaannya melekat dua fungsi komisaris, yaitu fungsi 

pengawasan serta fungsi penasihat.
161

 

1) Fungsi Pengawasan 

Pasal 1 angka 6 UUPT menegaskan bahwa tugas Dewan Komisaris yaitu 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 

                                                
 159PBI Nomor:2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, Pasal 26  

 160UUPT Pasal 1 angka 6  

 161Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, op.cit. hal. 74  
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dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan 

Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yaitu sebagai 

berikut: 

Ayat (1)  

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun 

usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.  

 

Ayat (2) 

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan. 

 

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas Direksi 

yaitumengurus Perseroan dengan memperhatikan kualitas kebijakan yang 

diambil Direksi dari sisi keahlian, peluang usaha dan kelaziman di bidang 

usaha sejenis.  

2) Fungsi Penasihat 

Pasal 1 angka 6 UUPT dan Pasal 108 UUPT merupakan acuan bagi 

Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam tugasnya 

mengurus perseroan. Kedua pasal tersebut memperlihatkan kegiatan proaktif 

Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari 

diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh Direksi. 
162

 

Pemberian nasihat kepada Direksi haris didasari dengan itikad baik 

Komisaris, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dengan memperhatikan 

kepentingan perseroan dan kegiatan usaha perseroan seperti dimaksud dalam 

Pasal 114 ayat (2) UUPT sebagai berikut
163

: 

“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik,kehati-

hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan 

dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai degnan 

maksud dan tujuan perseroan.” 

 

                                                
 162 Ibid., hal 78  

 163 Pasal 114 ayat (2) UUPT 
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Nasihat yang diberikan Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris 

haruslah terkait dengan atau berhubungan dengan kepentingan perseroan dan 

selaras dengan maksud dan tujuan perseroan. Nasihat yang diberikan Dewan 

Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang tidak terkait dengan 

kepentingan perseroan dan juga tidak sejalan dengan maksud dan tujuan 

perseroan, seperti nasihat yang diberikan hanya semata-mata untuk 

kepentingan pihak atau golongan tertentu, wajib ditolak atau diabaikan Direksi 

sekalipun anggota Dewan Komisaris tersebut merangkap pemegang saham 

mayoritas atau pemegang saham pengendali.  

3) Fungsi Pemberian Bantuan Kepada Direksi 

Wewenang lain komisaris yaitu wewenang untuk memberikan persetujuan 

atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Wewenang tersebut diatur dalam pasal 117 UUPT yaitu
164

: 

“Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada 

Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada 

Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.”  

Dalam hal melakukan perbuatan hukum meminjam atau meminjamkan 

uang atau mendirikan atau mengakuisisi perusahaan lain, Direksi mutlak 

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 

4) Fungsi Pengurusan Perseroan dalam Keadaan Darurat 

Fungsi pengurusan komisaris dalam keadaan darurat mengacu pada Pasal 

118 UUPT yaitu sebagai berikut
165

: 

(2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris 

dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan 

tertentu untuk jangka waktu tertentu 

(3) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu 

tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada 

                                                
 164Pasal 117 UUPT  

 165Pasal 118 UUPT  
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ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan 

kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga 

 

Maka pasal tersebut menggambarkan terjadinya suatu keadaan di mana 

Direksi tidak ada, baik karena kenyataan atau fakta lowongnya seluruh 

anggota Direksi maupun karena berhalangan dalam menjalankan fungsi dan 

kewenangannya sekalipun seluruh anggota Direksi tersebut secara faktual 

masih eksis.
166

 

Pasal 110 UUPT menguraikan persyaratan untuk dapat menjadi seorang 

anggota Dewan Komisaris, yaitu mereka yang cakap melakukan perbuatan 

hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

a. dinyatakan pailit 

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, 

atau; 

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan 

 

Hal tersebut diatas sama dengan persyaratan calon direksi. Biasanya, 

keputusan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris, yaitu calon 

anggota Dewan Komisaris memiliki latar belakang akademis, pengalaman 

profesi/kerja maupun kehalian yang sejalan dengan bisnis perseroan. Hal 

tersebut bertujuan agar lembaga Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi 

pengawasan dan pemberian nasihat dapat berjalan dengan efektif.  

Dalam kaitannya dengan perkreditan, di kebanyakan organisasi bank, 

tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab dewan komisaris dalam 

kaitannya dengan perkreditan adalah: 

1. Memberikan persetujuan terhadap rencana tahunan pemberian 

kredi yang diajukan oleh dewan direksi 
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2. Memberikan persetujuan terhadap saran pemberian kredit kepada 

debitur yang terkait dengan bank dan kreditur besar tertentu, atau 

pemberian kredit dalam jumlah besar 

3. Memonitor pelaksanaan rencana tahunan pemberian kredit, 

meminta pertanggungjawaban direksi bilamana terjadi 

penyimpangan dari rencana tahunan 

4. Memberikan persetujuan terhadap rencana kebijaksanaan pokok 

perkreditan yang diajukan oleh dewan direksi 

5. Memonitor pengerapan kebijakan perkreditan, serta meminta 

pertanggung jawaban dewan direksi apabila terjadi penyimpangan 

dari kebijaksanaan perkreditan 

6. Memonitor perkembangan mutu kredit yang berkaitan kepada para 

debitur pada umumnya, kredit yang diberikan kepada debitur yang 

berkaitan dengan bank dan kredit yang diberikan kepada debitur 

besar tertentu 

3.4. Tanggung Jawab dan Wewenang  Head Corporate Legal Officer 

dalam Pemberian Kredit 

Head Corporate Legal Officer dalam suatu bank bertanggung jawab 

langsung kepada direksi bank tersebut. Oleh karena itu Head Corporate Legal 

Officer dapat dikategorikan sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Hal ini mengacu 

pada PBI 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Menurut Pasal 1 angka 12 PBI 

tersebut, Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada 

Direksi.
167

  

Pada umumnya dalam suatu organisasi bank direksi membawahi beberapa 

divisi. Sering ditemui dalam struktur organisasi bank, terdapat divisi hukum 

yang membawahi segala urusan legal bank termasuk pemberian kredit. Maka, 

Kepala Divisi Hukum / Head Corporate Legal Officer tersebut merupakan 

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada direksi. Pada 

                                                
 167PBI 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum  
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praktiknya, Head Corporate Legal Officer membawahi lagi beberapa divisi di 

mana salah satunya adalah divisi kredit. Dalam divisi kredit tersebut, beberapa 

bank menganut prinsip pembentukan komite kerdit guna membantu dewan 

direksi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dengan jumalah 

tertentu, pengawasan perkembangan mutu kredit, penanganan kredit 

bermasalah maupun dalam menentukan langkah perbaikan. Apabila bank 

menganut prinsip di atas, dalam kebijaksanaan pokok perkreditan bank perlu 

dicantumakan ketentuan tentang jumlah anggota komite, siapa yang menjadi 

anggota komite, posisi komite kredit dalam bagan organisasi bank, serta tugas 

pokok, wewenang dan tanggung jawab mereka.  

Dalam kebijaksanaan penyaluran kredit yang sehat, di dalamnya juga 

dinyatakan secara tertulis perihal jenjang batas-batas wewenang para pejabat 

bank yang terkait (minimal batas jumlah nilai kredit), dalam memberkan 

persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur dan/atau kepada debitur 

lama. Jenjang batas wewenang tersebut ditentukan berdasarkan bahan 

pertimbangan atau kriterita tertentu. Persetujuan pemberian kredit oleh pejabat 

bank yang terkait harus dinyatakan secara tertulis.  

3.5. Hak Direksi Memberi Kuasa 

Pasal 103 UUPT mengatur mengenai hak Direksi memberi kuasa kepada 

orang lain. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut
168

: 

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan 

perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan 

melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam 

surat kuasa. 

Penjelasan pasal tersebut adalah
169

: 

Yang dimaksud “kuasa” adalah Kuasa khusus untuk perbuatan tertentu 

sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.  

 

1. Pengertian Pokok Pemberian Kuasa 
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Direksi sebaiknya memahami pengertian atau prinsip pokok pemberian kuasa 

menurut hukum, agar tidak keliru atau supaya pemberian kuasa itu tidak 

menimbulkan ultra vires.
170

 

Menurut pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah
171

: 

i. Persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa; 

ii. Dengan pemberian kuasa itu, penerima kuasa sah bertindak untuk dan 

atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan 

dalam surat kuasa 

iii. Dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasa tidak 

atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama pemberi kuasa 

 

Pembahasan di atas di atas, tidak menutup kemungkinan seorang kuasa atau 

agen, bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan atau perhitungan orang 

lain. Namun, pada umumnya, kuasa tidak bertindak atas namanya sendiri dalam 

melakukan perbuatan hukum, tetapi untuk dan atas nama pemberi kuasa atau 

principal. Apabila prinsip hukum di atas dihubungkan dengan pemberian kuasa 

yang diatur dalam Pasal 103 UUPT 2007, di mana orang yang diberi kuasa atau 

penerima kuasa dari Direksi, akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Oleh 

karena itu, apabila Direksi memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan 

tindakan pengurusan kepentingan Perseroan, dengan sendirinya karena hukum 

orang bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan 

kapasitas Direksi.
172

  

Kewajiban kuasa menurut Pasal 1800 KUH Perdata, antara lain
173

: 

a. Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya 

b. Menyelesaikan semua urusan atau perbuatan hukum yang 

dilimpahkan kepadanya sebelum jangka waktu perjanjian kuasa 

berakhir 

                                                
170 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta:Sinar Grafika,2009. Hal. 404 

171 Pasal 1792 KUH Perdata 

172 Yahya Harahap, op.cit. hal 404-405 

173 Pasal 1800 KUH Perdata 
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c. Kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang 

tindakan apa saja yang dilakukannya, serta memberi perhitungan 

kepada pemberi kuasa tentang apa yang diterimanya.
174

 

d. Bertanggung jawab atas tindakan yang dibuat orang yang 

ditunjuknya, padahal kepadanya tidak diberi hak substitusi, atau 

kepadanya diberi hak substitusi tanpa menyebut namanya, dan 

ternyata orang yang ditunjuknya tidak cakap dan tidak mampu.
175

 

e. Kuasa wajib menanggung segala kerugian dan bunga yang timbul 

atas keingakaran atau kelalaian kuasa melaksanakan apa yang 

dikuasakan kepadanya. 

 

Selanjutnya, kewajiban pemberi kuasa yaitu: 

a. Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh 

kuasa dengan pihak ketiga, sepanjang perikatan tersebut masih dalam 

batas-batas kekuasan yang diberikan kepada kuasa.
176

 

b. Pemberi kuasa wajib membyara ganti rugi kepada kuasa tentang 

kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasa, dengan syarat asal 

kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.
177

 

 

Maka, menurut prinsip hukum perjanjian, pemberi kuasa memiliki tanggung 

jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan kuasa dengan syarat 

perbuatan yang dilakukannya tidak melampaui wewenang yang diberikan pemberi 

kuasa sesuai dengan hal-hal yang dirinci atau ditentukan dalam surat kuasa, 

seperti yang ditegaskan dalam putusan MA No.311K/Sip/1973.
178

 

                                                
174 Pasal 1802 KUH Perdata 

 

175 Pasal 1803 KUH Perdata 

176 Pasal 1807 KUH Perdata 

177 Pasal 1809 KUH Perdata 

178 M. Ali Boedianto, hal. 9 
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Pemberian kuasa mutlak oleh Direksi sesuai dengan prinsip kebebasan 

berkontrak yang digariskan Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, seperti yang 

ditegaskan dalam putusan MA No. 73K/Sip/1975 yang berbunyi:
179

 

 

Oleh karena sifat perjanjian menghendaki adanya Surat Kuasa yang tidak 

dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, atau diperlukan adanya “Surat 

Kuasa Mutlak”, maka hal itu dapat diterima, oleh karena Pasal 1813 BW 

(KUH Pedata) bersifat mengatur dan tidak mengikat. 

 

Namun demikian, sebaiknya Direksi menghindari pemberian kuasa mutlak. 

Hal tersebut dikarenakan risikonya yang sangat besar, sebab Direksi tidak dapat 

mencabutnya sewaktu-waktu melalui surat pemberitahuan penghentian berdasar 

Pasal 1813 KUH Perdata, apabila penerima kuasa tidak melaksanakan kuasa 

dengan itikad baik.
180

 

 

2. Bentuk Pemberian Kuasa 

Bentuk pemberian kuasa yang sah menurut Pasal 103 UUPT 2007 adalah 

sebagai berikut:
181

 

a. Harus berbentuk tertulis 

b. Tidak dibenarkan dan tidak sah berbentuk kuasa lisan 

 

Oleh karena itu, meskipun Pasal 1793 KUH Perdata membolehkan pemberian 

kuasa secara lisan, namun oleh karena Pasal 103 UUPT menentukan secara 

spesifik bahwa kuasa harus secara tertulis, maka Direksi tidak dapat menyimpangi 

ketentuan tersebut. 

Sementara itu, mengenai bentuk tulisan pemberian kuasa, dapat berbentuk 

akta autentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata, yaitu surat kuasa yang 

dibuat di hadapan pejabat umum ( di hadapan notaris,panitera, hakim, camat dan 

sebagainya), atapun berbentuk akta bawah tangan sesuai pasal 1875 KUH Perdata 

yang dibuat secara partai oleh pemberi dan penerima kuasa tanpa campur tangan 

pejabat umum. Karena bentuknya bebas, maka direksi dapat memilih akan dibuat 

                                                
179  Ibid., hal. 12 

180 Yahya Harahap, op.cit., hal. 406 

181 Pasal 103 UUPT 
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dalam bentuk apa pemberian kuasa tertulis tersebut, sebab keduanya sah menurut 

hukum.
182

 

3. Sifatnya, Kuasa Khusus 

Sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi adalah “Kuasa Khusus”. Berdasarkan 

Pasal 1975 KUH Perdata, pemberian kuasa khusus hanya untuk melakukan satu 

perbuatan hukum atau kepentingan, namun harus mengenai perbuatan atau 

kepentingan tertentu. Sementara itu, kuasa umum menurut pasal tersebut adalah 

pemberian kuasa yang meliputi seluruh kepentingan pemberian kuasa. 

Kuasa umum seperti yang disebut sebelumnya tidak dibenarkan Pasal 103 

UUPT. Apabila Direksi memberi kuasa umum, selain kuasa itu batal demi hukum 

berdasar Pasal 1337 KUH Perdata, tindakan tersebut sekaligus dikategori 

perbuatan ultra vires. Direksi telah melakukan perbuatan yang melampaui batas 

kapasitas dan kewenangannya. Perbuatan Direksi tersebut dikualifikasikan 

perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila 

pemberian kuasa umum tersebut menimbulkan kerugian kepada Perseroan. Surat 

kuasa yang diberikan Direksi, harus tertentu dengan cara merinci atau 

mendeskripsi dengan jelas dan pasti tindakan atau kepentingan Perseroan apa saja 

yang dikuasakan kepda penerima kuasa.
183

 

4. Yang Dapat Diberi Kuasa 

Pasal 103 UUPT menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk atau diberi kuasa 

oleh Direksi adalah karyawan Perseroan, atau orang lain. Oleh karena itu, 

Karyawan tidak mutlak mesti karyawan Perseroan melainkan dapat juga orang 

lain di luar karyawan Perseroan. Mengenai jumlah orang yang dapat diberi kuasa, 

pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan dan ekstensitas ruang lingkup 

kepentingan tertentu yang dilimpahkan kepada kuasa. Oleh karena itu, Pasal 103 

UUPT memungkinkan Direksi untuk mengangkat beberapa orang kuasa apabila 1 

(satu) orang dianggap tidak cukup.  

                                                
182 Yahya Harahap, op.cit., hal 407 

183  Ibid., hal. 408 
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Sehubungan dengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar 

memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (2) yang mewajibkan Direksi 

melaksanakan pengurusan Perseroan harus penuh tanggung jawab. Maksudnya, 

pemberian kuasa wajib dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, 

Direksi wajib terus menerus secara wajar dan layak menumpahkan perhatian 

dibutuhkan, harus segera mengakhiri pemberian kuasa apabila terdapat indikasi 

atau cukup bukti adanya itikad buruk pada diri kuasa.  

3.6. Tanggung Jawab Perseroan (Corporate Criminal Liability) 

Vicarious Liability memiliki definisi: “suatu pertanggungjawaban yang 

dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau 

kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang 

lain itu. Sistem pertanggung jawaban yang seperti itu berdasarkan asas: principal 

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen atau 

bawahannya atau the liability of a principal for the tort of his agent. Menurut 

doktrin tersebut, yang lebih “tinggi” harus bertanggung jawab atas kesalahan 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya. Doktrin tersebut telah 

diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau principal 

dengan karyawan atau agen, asal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan itu 

dalam kerangka pelaksanaan tugas.
184

 

3.6.1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasar Perseorangan 

Ajaran atau prinsip umum yang berlaku, pertanggungjawaban pidana hanya 

dapat ditimpakan kepada
185

: 

1) Orang ( physical person) secara individu 

Maka yang dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana adalah manusia 

yang disebut orang perorangan atau pribadi kodrati. Oleh karena itu, 

pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility merupakan 

pertanggungjawaban pribadi.  

                                                
184Yahya Harahap.Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hal. 134  

185  Ibid. 
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2) Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan 

pertanggungjawabannya kepada orang lain di luar pelakunya.  

Setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya, tidak dapat dialihkan atau diperluas tanggung jawabnya 

menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya. Kemungkinan 

orang lain dapat dilibatkan memikul tanggung jawabnya, harus berpedoman 

kepada ketentuan yang digariskan undang-undang, seperti
186

: 

a. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) berdasarkan Pasal 55 ayat 

(1) ke-2 KUHP 

b. Orang yang turut melakukan (medeplegen) dalam arti bersama-sama 

melakukan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

c. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige), berdasarkan Pasal 56 

KUHP 

Dari penjelasan tersebut, antara peristiwa pidana dengan pelaku atau pembuat, 

tidak dapat dipisahkan sama sekali. Seseorang hanya dapat dihukum karena suatu 

perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri. Prinsip tersebut yang diterapkan 

dalam peristiwa pidana turut serta atau penyertaan yang digariskan Pasal 55 

KUHP.
187

  

Oleh karena itu, tidak ada peristiwa pidana tanpa ada pelakunya, pelakunya 

adalah “orang”, yaitu manusia secara fisik, serta pelakunya merupakan orang yang 

dapat dituntut pertanggungjawaban ditinjau dari “psikis” nya.
188

 

Dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur pelaku pidana 

bukan manusia atau orang, juga tidak ditemukan satu pasal pun yang 

membolehkan “pemisahan” antara “pelaku” dan “perbuatan”, sehingga dengan 

begitu, perbuatan perseorangan tidak dapat diminta atau dialihkan 

pertanggungjawaban pidananya (criminal liability) kepada orang lain yang bukan 

terlibat sebagai pelaku. Dalam hal tindak pidana “Perseroan” atau “badan hukum” 

                                                
186  Ibid. 

187 Lihat Mr. Dr. E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hal. 254 

188   Ibid. 
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juga tidak diatur dalam KUHP. Dengan demikian, KUHP tidak mengenal 

pertanggung jawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) atau 

tanggung jawab bidang perseroan. Selain mengenai subjek pelaku tindak pidana 

tersebut, penerapan pertanggung jawaban pidana berdasar doktrin vicarious 

liability melalui respondeat superior (doktrin bahwa principal bertanggung jawab 

atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya), muncul 

permasalahan lain sehubungan dengan unsur “kesengajaan” (opzet) atau kehendak 

melakukan tindak pidana. Unsur tersebut sangat penting untuk menentukan 

apakah tindak pidana dilakukan dengan kehendak secara sadar. Maka, selain 

unsur tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, pada diri 

pelaku harus terbukti ada kehendak (intention) atau berniat berbuat (mens rea). 

Secara hakiki, yang memiliki mens rea hanya “manusia” yang melakukannya 

sendiri. Sebab elemen umum mental yang melekat pada mens rea antara lain: 

maksud (intention), sembrono, motif jahat, penuh sadar, mengetahui, dan lain.
189

  

Namun, menurut George E. Dix-M. Michael Sharlot antara lain mengatakan, 

walaupun respondeat superior pada awalnya hanya merupakan doktrin perdata 

dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH), doktrin tersebut telah diadopsi 

dalam bidan pidana dalam rangka penegakan penerapan vicarious criminal 

responsibility. Melalui penerapan doktrin tersebut, dapat diharapkan tegaknya 

ketertiban.
190

 Maka, untuk itu diperlukan “konsep keadilan” yang lebih canggih. 

Salah satu cara yang dianggap dapat memenuhi harapan tersebut yaitu
191

: 

1) menguhukum “majikan” atas suatu tindak pidana yang dilakukan orang 

lain, apabila orang lain itu adalah bawahannya 

2) menghukum korporasi atau Perseroan atas suatu tindak pidana yang 

dilakukan “dewan direksi” atau manajer maupun pejabat yang setingkat 

dengan hal tersebut, apabila perbuatan yang dilakukan dalam rangka 

melaksanakan kepentingan korporasi atau Perseroan yang terbatas.  

                                                
 189Yahya Harahap, Organ Perseroan Terbatas, Op.Cit, hal 136-137  

 190  Ibid. 

 191 Ibid. 
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3.6.2. Penerapan Vicarious Criminal Liability terhadap Majikan 

Walaupun penerapan vicarious criminal liability telah diterima dalam perkara 

pidana, namun para pakar pendapat, penegakannya tidak seperti dalam perdata. 

Dalam bidang perdata, semua PMH dilakukan bawahan atau karyawan dapat 

dituntut pertanggung jawabannya kepada majikan, tetapi tidak demikian halnya 

dalam hukum pidana. Majikan secara umum tidak bertanggung jawab atas tindak 

pidana yang dilakukan bawahan. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh George 

E. Dix-M. Michael Sharlot yang mengataka bahwa seorang majikan tidak 

selamanya dalam semua kasus memikul tanggung jawab pidana atas tindakan 

pelanggaran hukum yang dilakukan bawahan atau karyawan. Dengan demikian, 

meskipun doktrin vicarious liability dapat diterima di bidan pidana, pada dasarnya 

harus tetap diperhatikan prinsip bahwa pada dasarnya kesalahan adalah bersifat 

personal dan individual. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan doktrin 

respondeat superior di bidang pidana harus bersifat terbatas. Memang tuntutan 

penerapan pada dewasa ini tidak dapat dihindari. Namun demikian, harus 

dibarengi dengan penggarisan yang rinci penerapannya dalam peraturan 

perundang-undangan “non criminal” pada satu segi. Tetapi segi lain walaupun 

bidang tersebut “non criminal”, sangat dibutuhkan pelaksanannya demi ketertiban 

kehidupan masyarakat.
192

  

Pengadopsian doktrin respondent superior dari bidang perdata kepada bidang 

pidana dalam rangka penerapan vicarious liability kepada majikan, harus 

berpatokan pada syarat yang sangat terbatas. Majikan memberi izin atau 

persetujuan atas perbuatan tersebut. Selain perbuatan yang dilakukan bawahan 

mendapat izin atau persetujuan dari majikan, diperlukan lagi syarat: 

1. Izin atau persetujuan tersebut dalam kerangka “otoritasnya” 

2. Perbuatan yang dilakukan bawahan, sebagai pelaksanaan pekerjaan yang 

ditugaskan majikan kepadanya 

3. Majikan ikut “berpartisipasi” atas perbuatan yang dilakukan bawahan. 

Majikan dianggap ikut “berpartisipasi” dalam tindak pidana yang 

dilakukan bawahan, apabila terpenuhi unsure “turut serta” melakukan 

perbuatan yang digariskan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Bisa dalam 

                                                
192 Ibid., hal.38  
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kedudukan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), “bersama-

sama melakukan” (medepleger) atau “membantu” melakukan 

(medepltigheid). 

4. Bawahan melakukan perbuatan atas perintah majikan. Mengenai bentuk 

ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut 

ketentuan ini, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, ikut 

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang disuruh. 

Dalam hal ini, meskipun majikan bukan melakukan sendiri perbuatan 

pidana, dan yang melakukan adalah bawahan, maka majikan dipandang 

sebagai pelaku dan dihukum sebagai pelaku.  

5. Berdasar “pendelegasian”  

Pelanggaran yang dilakukan bawahan berdasarkan dari majikan. Dalam 

hal ini, majikan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan 

bawahan, apabila perbuatan tersebut dalam kerangka pendelagasian.  

 

Prinsip delegasi (delegation principle) baru perlu dipermasalahkan pada kasus 

kejahartan yang mensyaratkan “harus ada” mens rea. Pada kejahatan yang tidak 

mensyaratkan kehendak (intention), sembrono, atau kelalaian yang dikenal 

dengan tindak pidana strict liability atau absolute liability, majikan bertanggung 

jawab atas pidana yang dilakukan bawahan, baik hal itu atas dasar prinsip 

“majikan dan bawahan” maupun atas dasar prinsip pendelegasian. Mengapa 

demikian? Sebab dalam tindak pidana yang bersifat strict liability, 

pertanggungjawabannya “tanpa kesalahan” atau liability without fault. Maka 

pertanggungjawaban pidannya dipaksakan tanpa ditemukan adanya kesalahan 

berupa kelalaian atau kesengajaan. Prinsip umum pidana yang mengatakan bahwa 

seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawban pidana yang timbul sebagai 

akibat perbuatan orang lain, telah disingkirkanoleh prinsip vicarious criminal 

liability yang diadopsi dari doktrin perdata respondeat superior. Penerapan 

pertanggungjawaban pidana yang seperti itu, apabila majikan berhadapan denagn 

bawahan sesuai dengan prinsip mastera and servant atau berdasar “prinsip 

pendelegasian”.
193

 

                                                
193   Ibid. 
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3.6.2.1. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporation 

Criminal Liability) 

Salah satu masalah yang dihadapi konsep pidana tradisional mengenai 

“tanggung jawab pidana” (criminal liability), berkenaan dengan 

“pertanggungjawaban pidana korporasi atau perseroan” (criminal liability 

of a corporation) atau organisasi kemasyarakatan lainnya, berkenaan 

dengan tindak pidana yang dilakukan “pengurus” atau pegawainya.  

Beberapa permasalahan pokok yang sangat mendasar yaitu: 

a. Pertama,  berkenaan dengan kedudukan khusus korporasi atau 

Perseroan (special position of corporation) . Semua orang 

mengetahui, kedudukan khusus korporasi atau Perseroan 

adalah “badan hukum”. Keberadaannya bukan manusia atau 

“natural person”. Oleh karena itu, tidak bisa bertindak dan 

tidak memiliki kesadaran kehendak. Kesadaran dan 

perbuatannya, hanya melalui “direksi” atau “pegawainya”.  

b. Permasalahan kedua adalah, kalau hukum tidak membolekan 

atau menutup pertanggungjawaban pidana menjangkau 

Perseroan atas perbuatan pidana yang dilakukan dewan direksi 

atau pejabatnya, berarti hukum membuka pintu dan peluang 

selebar-lebarnya bagi direksi dan pejabat Perseroan, 

mempergunakan Perseroan sebagai “kendaraan” melakukan 

kejahatan.  

c. Ketiga, semakin meluasnya tindakan kejahatan yang tidak 

hanya bersifat mala in se tetapi sudah meluas meliputi 

berbagai segi kehodupan yang memerlukan peraturan tindak 

pidana yang bersifat malum prohibitum. Maka, demi 

mewujudkan ketertiban yang dapat menjamin keselamatan 

umum, diperlukan konsep keadilan yang lebih canggih. Salah 

satu konsep yang dianggap dapat menjembataninya adalah 

“pertanggungjawaban pidana korporasi atau perseroan” 

(corporate criminal liability). 
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Dilihat dari permasalahan pertama di atas, terdapat dua kendala yang 

tidak memungkinkan melekatkan pertanggungjawaban pidana kepada 

Perseroan, yaitu: 

a. Terbentur pada prinsip umum pertanggungjawaban dalam hukum 

pidana. Yang dapat dipikulkan pertanggungjawaban pidana, hanya 

“orang”, karena hanya manusia yang memiliki “kesadaran”, oleh karena 

itu hanya pada manusia yang secara inheren melekat mens rea yang 

menjadi landasan menentukan kesalahan pelaku.  

Sebaliknya, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki “badan” 

dan “kesadaran”, oleh karena itu tidak memiliki kesadaran dan juga 

tidak melekat factor mens rea pada dirinya. Dalam keadaan seperti itu, 

Perseroan tidak dapat melakukan tindakan dan juga tidak memiliki 

kehendak, padahal kehendak itu merupakan “prasyarat” pembebanan 

pertanggungjawaban pidana. 

b. Terbentur pada prinsip yang mengajarkan bahwa seseorang tidak 

memikul tanggung jawab pidana yang timbul dari perbuatan orang lain. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prinsip ini telah menjadi 

kendala penerapan 

c.  vicarious criminal liability dalam hubungan majikan dan bawahan, 

menjadi masalah kendala yang sama dalam penerapan 

pertanggungjawaban pidana Perseroan.  

 

Apabila permasalahan pertama dikaitkan dengan permasalahan kedua dan 

ketiga, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya harus disingkirkan, 

dimodifikasi, maupun diperluas. Alasannya, apabila perseroan bebas lepas dari 

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan direksi atau 

pejabatnya, berarti memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi Perseroan 

melalui pegawainya melakukan hukum atau perbuatan tindak pidana. 
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3.6.2.2. Adopsi Doktrin Vicarious terhadap Perseroan 

Hukum pidana harus mengadopsi doktrin vicarious liability sesuai 

dengan sitem respondent superior demi tidak dijadikannya Perseroan 

sebagai kendaraan melakukan pelanggaran dan tindak pidana oleh direksi 

atau pegawainya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlunya 

vicarious liability diadopsi hukum pidana, yaitu
194

: 

a. Perbuatan dan Kesadaran Orang yang Mengontrol dan Menjalankan 

Kegiatan Korporasi, Menjelma dan Menyatu menjadi Perbuatan dan 

Kesadaran Perseroan 

Menurut pendapat tersebut, setiap orang yang bertindak mengontrol 

dan melasanakan kegiatan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan 

Perseroan, maka: 

b. Perbuatan dan kesadaran dari direksi atau karyawan, menyatu menjadi 

perbuatan dan kesadaran korporasi 

c. Berdasarkan konstruksi tersebut, pertanggungjawaban pidana yang 

melekat pada diri pelaku tersebut, dengan sendirinya menurut hukum 

menjadi tanggung jawab pidana Perseroan (corporate criminal 

liability) yang bersangkutan. 

Berdasarkan pendapat ini, terdapat sesuatu anggapan hukum bahwa perbuatan 

dan kesadaran pelaku yang mengontrol dan melaksanakan tujuan dan aktivitas 

Perseroan dianggap sama dengan perbuatan dan kesadaran korporasi. Oleh karena 

itu, Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat perbuatan pidana yang 

mereka lakukan. Dengan kata lain, Perseroan bertanggung jawab atas perbuatan 

pegawainya.
195

 

 

 

 

                                                
194  Ibid.  

195   Ibid. 
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BAB IV 

ANALISA PUTUSAN NOMOR: 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST 

TENTANG KASUS PEMBERIAN KREDIT PT BANK 

CENTURY TBK 

4.1. Kasus Posisi 

4.1.1. Profil Perusahaan196 

Bank Century didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta No. 136 tanggal 

30 Mei 1989. Akta tersebut dibuat oleh Lina Laksmiwardhani, S.H., yang 

merupakan notaris pengganti Lukman Kirana, S.H., seorang notaris yang 

berdomisili di Jakarta. Akta pendirian tersebut mendapat pengesahan dari Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan (SK) No. C.2-

6169.HT.01.01.TH 89 tertanggal 12 Juli 1989 dan telah didaftarkan ke Kantor 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 1991 dengan 

No.284/Not/1991. Anggaran Dasar Bank Century telah disesuaikan dengan UUPT 

No.1 Tahun 1995 dalam Akta No.167 tanggal 29 Juni 1988 dari Rachmat Santoso, 

S.H., seorang notaris yang berdomisili di Jakarta. Pada tanggal 16 April 1990, 

Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia melalui SK No. 462/KMK.013/1990. Oleh karena 

itu, Bank Century telah memulai operasi komersialnya pada bulan April 1990. 

Pada tanggal 22 April 1993, Bank Century memperoleh peningkatan status 

menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui SK No. 26/5/KEP/DIR. 

Selanjutnya, sesuai dengan akta No.110 dari Rachmat Santoso,S.H., tertanggal 16 

April 1999, yang telah diperbaiki dengan Akta No.16 dari notaris yang sama 

tertanggal 4 Juni 1999 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia melalui SK No. C-10.641.HT.01.04.TH.99 tertanggal 8 Juni 1999, 

nama Bank Century lalu diubah menjadi PT Bank CIC Internasional, Tbk. ( Bank 

CIC). Bank Century juga melakukan merger dengan PT Bank Danpac, Tbk. 

(Bank Danpac) dan PT Bank Pikko, Tbk. (Bank Pikko). 

                                                
196Annual Report 2007 PT Bank Century Tbk  
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Selama operasinya, Bank Century mengalami peningkatan modal dasar 

berkali-kali sejak modal dasar awal. Selanjutnya, nerdasarkan SK Gubernur Bank 

Indonesia No. 6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004, Bank Indonesia 

menyetujui perubahan nama Bank CIC untuk kembali menjadi Bank Century dan 

izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.013/1990 tanggal 16 April 1990 

tentang Pemberian Izin Usaha.  

Anggaran Dasar (AD) Bank Century telah dirubah beberapa kali. Perubahan 

terakhir sesuai dengan Akta No.159 Tanggal 29 Juni 2005 dari Buntario Tigris 

Darmawan, S.H., S.E. mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 3 AD Bank Century, ruang lingkup 

kegiatannya adalah menjalankan kegiatan umum perbankan termasuk berdasarkan 

prinsip syariah.  

4.1.2. Ilustrasi Kasus 

Arga Tirta Kirana,S.H. adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 28 

Januari 1961, merupakan salah satu Pejabat Eksekutif Bank Century yang 

menjabat sebagai Kepala Divisi Legal Bank Century periode 2005 sampai dengan 

2009. Arga adalah seorang Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia yang 

sebelumnya pernah berkarir di dunia perbankan, menduduki posisi sebagai 

coordinator bidang legal di beberapa perusahaan, antara lain PT Merchant 

Investment Corporation dan PT Merincorp Securities Indonesia. Karirnya di 

bidang perbankan dimulai pada tahun 1993 sebagai Koordinator Departemen 

Legaldan Remedial di PT Bank Merincorp sebelum akhirnya bergabung dengan 

Bank Century di tahun 2005 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Legal.
197

 

Arga bekerja di PT Bank Century Tbk dan diangkat melalui Keputusan 

Direksi PT Bank Century berdasarkan Surat Direksi Nomor 045/SK-

DIR/CCENTURY/IX/2005 tanggal 15 September 2005 yang bertanggung jawab 

kepada Direksi. Kewenangan Arga sebagai Kepala Divisi Legal dituangkan dalam 

Surat Kuasa nomor 177/Century/D/SK/IX/2005 tanggal 15 September 2005 yang 

ditandatangani oleh Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama dan Hamidy 

                                                
197 Ibid., hal.41  
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selaku Wakil Direktur Utama, Surat Keputusan Direksi No.006.VSK-

DIR/Century/II/2006 tertanggal 16 Februari 2006, serta Surat Keputusan Direksi 

No. 09/SK-DIR/Century/II/2008 tanggal 1 Februari 2008. 

Tugas Arga adalah menandatangani dokumen perjanjian kredit dalam 

Kapasitas sebagai kuasa. Sementara kewenangan sepenuhnya untuk memutus dan 

menyetujui pemberian kredit ada apada Komite Kredit yang tertuang dalam 

Formulir Persetujuan Kredit (FPK) yang terdiri dari Kepala Pimimpinan Operasi 

(KPO), Kepala Kanwil III, Kepala Divisi Kredit, 2 anggota Direksi dan 2 anggota 

Komisaris.
198

 Berdasarkan keputusan Direktur PT Bank Century Tbk 

No.145/SK/DIR/Century tanggal 15 September 2005, Arga mempunyai tugas 

sebagai berikut
199

: 

1. Memantau, memeriksa, dan melaksanakan pengikatan kredit atau 

perjanjian lainnya 

2. Membuat rencana kerja dan anggaran untuk divisi legal 

3. Mereview Job Description yang ada di divisi legal 

4. Memberi nasehat hukum atau saran secara lisan maupun tertulis 

kepada manajemen atas permintaan 

5. Memeriksa analisa aspek legal yang dibuat oleh divisi legal 

6. Bekerja sama dengan notaris untuk melakukan pengikatan kredit, 

pengikatan agunan atau pengikatan lainnya yang diperlukan 

 

Dalam Pledoinya, Arga menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses 

memutuskan pemberian kredit, bahkan tidak punya kewenangan sama sekali 

dalam proses persetujuan kredit. Sedangkan dalam proses pencairannya dilakukan 

dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Divisi SKPK (Settlement Kredit dan 

Pelaporan Kredit).
200

 

                                                
198Pledooi Arga Tirta Kirana, 

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i=18554-

Pledoi%20Arga%20Tirta%20Kirana%20Dalam%20Kasus%20Century%20(1) , diakses 16 Juni 

2011, pukul 19.15 

199Putusan Nomor : 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST , hal. 20 

200Pledooi Arga Tirta Kirana, op.cit  
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Arga didakwa melanggar pasal 49 ayat (1) untuk dan/atau pasal 49 ayat 2 UU 

Perbankan dalam hal pemberian kredit terhadap 4 (empat) perusahaan. Arga 

mengutarakan bahwa pembubuhan tanda tangannya pada dokumen perjanjian 

kredit ke 2 (dua) perusahaan yaitu PT WWR dan PT CMP adalah dalam kapasitas 

sebagai kuasa direksi yang pada saat itu, kredit sudah dicairkan sebelumnya. 

Perjanjian kredit tersebut dibuat oleh kepala bagian yang bekerja membantu 

kinerja Arga sebagai Kepala Divisi Hukum. Sementara itu, menurut Arga, 

pembubuhan tanda tangannya dalam Akta Perjanjian Kredit untuk PT AII adalah 

sebagai kuasa Direksi. Sedangkan, dalam hal pencairan kredit PT SCI, terjadi 

tanpa ada tanda tangan Arga maupun tanpa adanya perjanjian kredit.  

Dalam tuntutan JPU, disebutkan bahwa Arga terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perbankan yaitu “Pegawai bank dengan 

sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu Bank atau 

Laporan Transaksi dst …..” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan 

Terdakwa 2 dengan dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun 

penjara dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan dan denda masing-

masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 6 (enam) bulan 

kurungan. 

Terdakwa diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa 

melakukan pidana. Tindakan tersebut yaitu memberikan kredit tanpa melalui 

prosedur yang benar kepada PT Canting Mas Persada (PT CMP), PT Wibowo 

Wadah Rejeki (PT WWR) , PT Accent Investment Indonesia (PT ACI) , serta PT 

Signature Capital Indonesia. Secara rinci, Arga memerintahkan kepada 

bawahannya untuk memproses/membuatkan PK atas nama PT CMP tanpa 

melaukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan foto copy 

Formulir Persetujuan Kredit (FPK), dan tanpa dilampiri dengan Surat Persetujuan 

Kredit (SPK), SK Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris. Selanjutnya, Arga 

mensyahkan Memo Pencairan Kredit (MPK) untuk PT CMP,sementara dokumen 

kredit lainnya dibuat belakangan dengan dibuat tanggal mundur dan dilampirkan 

dalam dokumen kredit seolah-olah sesuai aturan. Kemudian setelah FPK 

mendapat persetujuan dari komite kredit, Arga diperintahkan untuk membuat akad 

kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan surat persetujuan 

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011



102 

Universitas Indonesia 

kredit. Setelah itu, Arga memerintahkan kepada Soehana Salim selaku Kepala 

Bagian Legal 1 untuk mempersiapkan Persetujuan Kredit (PK) atas nama PT 

WWR tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri / 

dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), SK Direksi, dan Surat 

Persetujuan Komisaris. Selanjutnya, Arga memerintahkan Soehana Salim untuk 

mempersiapkan PK atas nama PT AII tanpa melakukan analisa aspek legal 

terlebih dahulu tanpa dilampiri/dilengkapi dengan SPK, SK Direksi dan Surat 

Persetujuan Komisaris. Kemudian Arga menyetujui pencairan kredit untuk PT 

AII. Lebih lanjut, penuntut umum berpendapat bahwa dalam pembuatan PK oleh 

Arga tidak dilakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri SPK, SK Direksi dan 

Surat Persetujuan Komisaris.
201

  

Mengenai kronologis peristiwa di atas, penulis juga meminta uraian singkat 

dalam wawancara yang dilakukan dengan Arga Tirta Kirana. Kronologis tersebut 

secara singkat yaitu sebagai berikut
202

: 

a. Bahwa atas fasilitas kredit kepada PT CMP dan PT WWR yang 

dibukukan sebagai kredit pada tahun 2007, sudah dicairkan pada tahun 

2006, yakni pada saat Bank memberikan fasilitas Repo Surat Berharga 

kepada kedua PT tersebut pada tahun 2006 dan dicatatkan pada Divisi 

Treasury di Bank. 

b. Sedangkan untuk PT AII, setelah kredit dibukukan, belakangan 

diketahui (setelah pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri) bahwa 

jaminan berupa saham yang diserahkan oleh Debitur, bukan milik dari 

Debitur. 

c. Untuk PT SCI, kredit dibukukan pada tanggal 14 Oktober 2008, 

dimana pada saat itu Divisi Corporate Legal belum dilibatkan untuk 

menyiapkan Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit dibuat belakangan 

karena kredit sudah dibukukan dan tindakan tersebut dilakukan untuk 

menyelamatkan bank dari tidak adanya Perjanjian Kredit atas kredit 

yang sudah dibukukan/dicairkan. Tidak ada tandatangan pada kolom 

                                                
201Putusan Nomor : 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST, op.cit hal.15-25  

202Wawancara dengan Arga Tirta Kirana, 20 Juni 2011  
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“diperiksa” pada media pembukuan kredit yang disebut dengan Memo 

Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT SCI pada saat itu. 

Dan saya tidak menandatangani Perjanjian Kreditnya karena belum 

mendapat kuasa dari Direksi. 

  

4.2. Kesesuaian Proses Pemberian Kredit Bank Century serta Praktiknya, 

dihubungkan dengan Peraturan-Peraturan yang mengatur 

Berdasarkan wawancara dengan Arga Tirta Kirana, prosedur pemberian 

kredit seperti yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan bank adalah sebagai 

berikut
203

 :  

a. Calon Debitur, mengajukan permohonan tertulis kepada Bank atas 

fasilitas kredit yang diperlukan melalui Kantor Cabang.  

b. Atas permohonan calon Debitur, Bank akan meminta dokumen 

penunjang untuk permohonan kredit tersebut untuk dilakukan analisa 

kelayakan pemberian kredit. Dokumen untuk calon debitur yang 

berbentuk perusahaan berupa antara lain: Laporan Keuangan, 

Company Profile, Fotocopy dokumen yang berhubungan dengan 

legalitas perusahaan dan jaminan yang akan diserahkan, Cash Flow 

keuangan perusahaan calon Debitur. Dan dokumen-dokumen lain 

sesuai kebutuhan Bank. 

c. Setelah itu Bank akan melakukan survey ke lokasi perusahaan, ke 

lokasi jaminan dan ke lokasi lain apabila diperlukan (misal : lokasi 

pabrik, lokasi gudang sesuai kebutuhan). Pada fase ini Bank 

melakukan survey dan penilaian atas jaminan yang diserahkan bila 

jaminannya berbentuk aset. 

d. Apabila Bank (dalam hal ini Cabang) dalam analisa yang dilakukannya 

melihat kemampuan dari calon Debitur, maka Cabang menyiapkan 

permohonan kredit untuk diajukan kepada Komite Kredit dalam 

bentuk Formulir Persetujuan Kredit (FPK) yang dilampirkan dengan 

Memo Analisa Kredit (MAK). 

                                                
203Wawancara dengan Arga Tirta Kirana, 20 Juni 2011  
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e. Cabang akan meminta Bagian Legal 1 atau 2 di Divisi Corporate Legal 

untuk melakukan Analisa Aspek Legal (AAL) berdasarkan fotocopy 

dokumen legalitas perusahaan calon debitur dan fotocopy dokumen 

jaminan. 

f. Setelah AAL dibuat, maka FPK dilampirkan dengan MAK dan AAL 

diajukan kepada Kredit Komite yang berwenang untuk dimintakan 

persetujuan. 

g. Setelah mendapat persetujuan, maka Bank akan menyampaikan surat 

penawaran atas fasilitas kredit yang disetujui beserta syarat dan 

kondisinya. 

h. Apabila calon Debitur menyetujui syarat dan kondisi dari fasilitas 

pemberian kredit tersebut, maka dilakukan pengikatan kredit dan 

jaminan yang diserahkan. 

i. Setelah pengikatan kredit dilakukan baru dibukukan oleh Divisi 

Setelmen Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK). 

 

Kebijakan Perkreditan Bank seyogyanya sesuai dengan SK Dir BI No. 

27/162.KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Pemberian kredit merupakan kegiatan 

utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan 

kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang 

pada azas-azas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara 

kepentingan dan kepercayaan masyarakat.  

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan 

berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka dibutuhkan suatu kebijakan 

perkreditan tertulis. Kebijakan Perkreditan tertulis tersebut adalah SK Dir BI 

No.27/162.KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. SK tersebut merupakan pedoman penyusunan perkreditan bank 

mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan 

perkreditan.  

Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan 

perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan 

sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: 
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1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. 

2. Organisasi dan manajemen perkreditan. 

3. Kebijakan persetujuan kredit. 

4. Dokumentasi dan administrasi kredit. 

5. Pengawasan kredit. 

6. Penyelesaian kredit bermasalah. 

 

Kebijakan perkreditan bank di atas wajib disampaikan kepada Bank 

Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank 

wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen 

dan konsisten.  

Selanjutnya, Arga menyatakan bahwa pada praktiknya tidak ada perbedaan 

antara prosedur tertulis mengenai pemberian kredit dengan praktik pemberian 

kredit sendiri. Hanya saja, perbedaan terjadi apabila ada kebijakan dari Komite 

Kredit yang berwenang. Selanjutnya perbedaan antara prosedur tertulis dengan 

praktik pemberian kredit terjadi sehubungan dengan adanya praktik Kredit 

Komando. Kredit komando yaitu adalah kredit yang harus dibukukan dikarenakan 

adanya perintah dari Direksi yang juga Pemegang Saham Bank Century yakni 

Robert Tantular, maupun Direktur bagian Kredit.  

Maka, dalam kasus ini, pemberian kredit tidak sepenuhnya sesuai dengan 

kebijakan perkreditan yang ada. Hal ini dapat terbukti dengan adanya Kredit 

Komando yang dibukukan atas perintah Direksi yang juga Pemegang Saham serta 

Direktur bagian Kredit ke empat perusahaan fiktif. Oleh karena itu, hal-hal pokok 

kebijakan perkreditan bank tidak dilaksanakan oleh komite kredit. 

4.3. Analisis Tanggung Jawab Corporate Legal Officer dalam Kasus 

Pemberian Kredit Bank Century berdasarkan Putusan 

Nomor:1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST 

Dalam mendapatkan kredit bank, debitor harus melalui beberapa tahap yaitu 

dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. 

Tugas bank di sini adalah melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail 

terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Setelah aplikasi lengkap dan 
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memenuhi syarat, bank melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan 

kredit.  

Penilaian kelayakan kredit di sini dilakukan oleh komite kredit. Komite kredit 

bertanggung jawab kepada Corporate Legal Officer dalam bank. Komite Kredit 

melakukan analisis kredit.
204

 Analisis kredit paling tidak berisikan mengenai 

semua informasi pengenai pemohon kredit, kelayakan jumlah permohonan kredit, 

penilaian objektif mengenai permohonan kredit serta penilaian mengenai watak, 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha si debitur atau pemohon kredit. 

Analisis tersebut merupakan sebuah keharusan dan tidak dapat dijadikan 

formalitas semata.  

Hasil analisis kredit tersebut selanjutnya diteruskan kepada Head Corporate 

Legal Officer atau Kepala Divisi Hukum untuk dilakukan proses administrasi oleh 

Head Corporate Legal Officer di mana ia menandatangani pencairan kredit serta 

Memo Pembukuan Fasilitas Kredit yang menandai bahwa kredit dapat dicairkan 

kepada si pemohon atau debitur.
205

 

Dalam kasus ini, jelas dapat diketahui bahwa analisis kredit tidak dilakukan 

dengan semestinya. Analisis kredit tidak dilakukan oleh komite kredit berdasarkan 

prosedur yang seharusnya, di mana penilaian atas pemohon kredit tidak dilakukan 

sebagaimana mestinya seperti telah diketahui bahwa keempat perusahaan dalam 

kasus ini merupakan perusahaan fiktif. Proses pemeriksaan perusahaan-

perusahaan tersebut tidak dilakukan secara cermat. Pada pemberian kredit ini, 

bank tidak melakukan prinsip-prinsip yang dianut dalam bisnis perbankan yaitu 

prinsip 5Cs serta prinsip kehati-hatian. 

Menurut Arga, dalam Surat Keputusan Direksi mengenai Batas Wewenang 

Memutus Kredit (BWMK) diatur mengenai kewenangan Komite Kredit di setiap 

jenjang jabatan dari level Pimpinan Kantor Cabang sampai dengan level 2 anggota 

Direksi dengan 2 anggota Dewan Komisaris.
206

 Sehubungan dengan kasus ini, 

kewenangan pemberian kredit berjumlah di atas Rp. 3 Milyar terdapat pada 2 

                                                
204berdasarkan wawancara dengan M.Kadri, AKSET  

205 Ibid.  

206berdasarkan wawancara dengan Arga Tirta Kirana  
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anggota Direksi dengan 2 anggota Komisaris. Dalam kasus ini, jelas direksi 

melakukan perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik yaitu pemberian 

kredit kepada pihak lain tanpa melakukan analisa kredit yang baik meskipun 

permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak layak, tetapi direksi memutuskan 

untuk memberikan kredit yang dimohonkan dan ternyata kemudian kredit menjadi 

macet dan merugikan bank.  

Sehubungan dengan tindakan direksi di atas, direksi mengkuasakan tanggung 

jawabnya kepada Arga selaku Head Corporate Legal Officer untuk 

menandatangani pencairan kredit tersebut. Maka dalam hal ini Arga bertindak 

sebagai direksi karena adanya pemberian kuasa tersebut. Status Arga yang 

bertindak sebagai direksi tidak membuat Arga memiliki tanggung jawab yang 

dipikul oleh direksi PT Bank Cetury Tbk. Sehingga, tindak-tanduk Arga yang 

mengatasnamakan direksi tidak dapat dipersalahkan. 

Selanjutnya dalam hal Arga selaku Head Corporate Legal Officer dikuasakan 

oleh direksi untuk menandatangani pencairan kredit, maka perlu diketahui 

sebelumnya, bahwa dalam pemberian kuasa terdapat tiga teori. Teori tersebut 

disebut dengan Teori Kewenangan. Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan yang 

sah apabila ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori 

kewenanganm yaitu atributif, mandate, dan delegasi.  

a. Kewenangan Atributif 

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya 

pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan 

atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat 

dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, 

pelaksanannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera 

dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan 

tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana 

tertera dalam peraturan dasarnya. 

b. Kewenangan Mandat 

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses 

atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi 

kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate 
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terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali apabila dilarang 

secara tegas. Kemudian setiap saat si pemberi kewenangan dapat 

menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. 

c. Kewenangan Delegatif 

Kewenangan delegatif merupakan kewenagnan yang bersumber dari 

pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar 

peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandate, 

dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 

kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada 

delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat 

menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan 

berpegang pada azas contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam kewenagan 

delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan 

merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan 

delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat 

kewenangan delegatif. 

 

Apabila dianalogikan berdasarkan ketiga teori kewenangan tersebut, maka 

surat kuasa yang diberikan oleh direksi kepada Arga berdasarkan teori 

kewenangan mandat. Hal ini dikarenakan direksi tetap dapat menandatangani 

perjanjian tersebut, namun melimpahkannya kepada Arga selaku CLO. Begitu 

pula dengan tanggung jawabnya dimana tidak terjadi peralihan tanggung jawab, 

sehingga Arga tidak bertanggung jawab atas penandatanganan dokumen 

perjanjian kredit.  

Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.177/Century/D/SK/IX/2005, Hermanus 

H. Muslim selaku Direktur Utama dan Hamidy selaku Wakil Direktur Utama 

Bank Century memberikan kuasa kepada Arga Tirta Kirana bertindak selaku 

Kepala Divisi Legal PT Bank Century Tbk untuk: 

1. Mewakili PT Bank Century Tbk, khususnya Divisi Legal 
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2. Menandatangani seluruh cek, giro, dan warkat kliring yang berkaitan 

dengan unit kerja sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh PT Bank 

Century Tbk 

3. Untuk tindakan tertentu yang mewakili Direksi PT Bank Century Tbk di 

luar wewenang yang telah diberikan, hal tersebut akan diberikan Surat 

Kuasa Khusus 

4. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Kepala Divisi Legal sesuai 

dengan yang telah diatur perusahaan 

 

Selanjutnya, dalam kasus pemberian kredit ke empat perusahaan, Arga 

dikuasakan secara penuh oleh Hermanus H.M selaku Direktur Utama dan Hamidy 

selaku Wakil Direktur Utama untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan 

menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian 

kredit ke empat perusahaan tersebut. 

Menurut Pasal 103 UUPT, Direksi memiliki hak untuk memberi kuasa 

kepada orang lain. Bunyi pasal 103 UUPT tersebut yaitu “Direksi dapat memberi 

kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih kepada orang 

lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu 

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”. Surat Kuasa yang memberikan 

kuasa penuh bagi Arga untuk memberikan kredit ke empat perusahaan merupakan 

Surat Kuasa Khusus di mana Arga diberikan kuasa hanya untuk melakukan satu 

perbuatan hukum atau kepentingan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 

1975 KUHPerdata. 

Sesuai dengan prinsip hukum perjanjian, pemberi kuasa memiliki tanggung 

jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan kuasa dengan syarat 

perbuatan yang dilakukannya tidak melampaui wewenang yang diberikan pemberi 

kuasa sesuai dengan hal-hal yang dirinci atau ditentukan dalam surat kuasa, 

seperti yang ditegaskan dalam putusan MA No.311K/SIP/1973. Putusan tersebut 

merupakan Yurispridensi dalam kasus A. Manurung melawan Machmud yang 

menyatakan bahwa pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan 
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kuasanya selama perbuatan-perbuatan itu tidak melebihi wewenang yang 

diberikan.
207

  

Maka dari uraian mengenai Kuasa di atas, Arga tidak memiliki tanggung 

jawab atas pemberian kredit ke empat perusahaan tersebut, karena ia dikuasakan 

penuh oleh Direksi serta Wakil direksi, di mana dalam pemberian kuasa, pemberi 

kuasalah yang memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang 

dilakukan kuasa sejauh si kuasa tidak melampaui batas kewenangannya. 

Pada halaman 139 Putusan No 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST alinea 

terakhir, dinyatakan bahwa Arga Tirta Kirana sebagai divisi legal dalam 

melakukan tugasnya bertentangan dengan PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 

Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 

tentang perubahan atas peraturan No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 

tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum Jo. Pedoman Penyusunan 

Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo. Surat 

Keputusan Direksi PT Bank Century No. SK:20/SK-DIR/Century/IV/2005 

tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit 

(PPK) tanggal 21 April 1995 Jo. Tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan 

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 yang direvisi tanggal 

31 Agustus 2006 Jo. Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit Bank Century 

tanggal 8 Januari 2007.  

Pasal 2 ayat (1) PBI tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 

menyatakan bahwa “penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkanj 

prinsip kehati-hatian”. Kemudian dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa “Dalam 

rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.  

Pada halaman 133 paragraf ke-2 disebutkan “menimbang, bahwa dari uraian 

pertimbangan tersebut di atas di mana terjadinya pencatatan hanya berdasarkan 

data yang ada pada Terdakwa yaitu pencairan kredit, didasarkan atas persetujuan 

                                                
207Putusan MA tgl 4 Desember 1975 No.311/K/Sip/1973  

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011



111 

Universitas Indonesia 

dari dua Direksi dan dua Komisaris oleh karena jumlah kredit dari keempat kredit 

tersebut sudah menjadi kewenangan Direksi karena Terdakwa I selaku KPO 

hanya mempunyai kewenangan sebesar Rp.500.000.000,- sehingga kewenangan 

menentukan berada pada dua Direksi dan dua Komisaris”.  

Dari pertimbangan tersebut, oleh karena direksi dan komisaris telah 

menyetujui pencairan kredit tersebut, maka seharusnya tanggung jawab atas 

pencairan kredit ini sepenuhnya jatuh kepada direksi dan komisaris Bank Century. 

Tidak sewajarnya, CLO yang secara organisasi berkedudukan di bawah direksi 

maupun komisaris, dikenakan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, 

tanggung jawab pernjanjian kredit ini tidak ada pada Arga sedikit pun.  

Dalam paragraf berikutnya, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa 

berdasarkan keterangan ahli Arus Akbar Silondae, S.H. LLM di mana seseorang 

yang menandatangani suatu dokumen berarti sudah menyetujui dokumen tersebut 

berdasarkan informasi yang diterimanya, tetapi bukan mengambil alih tanggung 

jawab dari kelengkapan dokumen tersebut, karena tahapan-tahapan tersebut 

masing-masing dipegang oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Arga, selaku 

orang yang menandatangani perjanjian tersebut, sesuai dengan pendapat saksi 

ahli, maka Arga tidak mempunyai tanggung jawab sedikitpun atas 

penandatanganan dokumen perjanjian kredit. Surat Kuasa yang dikuasakan oleh 

direksi tidak berarti terjadi perpindahan tanggung jawab.  

Dalam putusan tersebut Arga dituntut dengan Pasal 49 ayat (1) UU 

Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan 

Primair, serta Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 

Pasal 65 ayat (1) KUHP.  

Unsur-unsur dakwaan Primair tersebut yaitu: 

1) Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank 

2) Unsur dengan sengaja 

3) Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank 

4) Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 

melakukan perbuatan 
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5) Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandan 

sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis 

 

Menurut hakim, unsur pertama dan kedua dari dakwaan Primair terpenuhi. 

Unsur ketiga dari dakwaan Primair tidak terpenuhi karena dalam melakukan 

pemrosesan kredit tersebut, Arga melakukan karena adanya ketakutan atas resiko 

apabila menolak instruksi tersebut. Selanjutnya, menurut ahli Arus Akbar 

Silondae, SH.LLM dimana seseorang yang menandatangani suatu dokumen 

berarti sudah menyetujui dokumen tersebut berdasarkan informasi yang 

diterimanya, tetapi bukan mengambil alih tanggung jawab dari kelengkapan 

dokumen tersebut, karena tahapan-tahapan tersebut masing-masing dipegang oleh 

pihak-pihak yang bertanggung jawab. Maka, unsur no 3 tidak terpenuhi karena 

kewenangan dalam menentukan pencairan kredit bukan berada pada Arga 

sehingga ia tidak dapat dikategorikan selaku orang yang membuat atau 

menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, 

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau 

rekening suatu bank karena apabila ada kekurangan atau ketidakbenaran dari 

dokumen tersebut maka pihak yang mempunyai kewenangan tersebut mempunyai 

hak untuk memerintahkan melengkapinya. Menurut saksi lainnya, proses 

persetujuan kredit di bank dilakukan berjenjang dari bawah ke atas karena setiap 

bank menetapkan batas kewenangan pemberian kredit sesuai jabatan masing-

masing dan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan kewenangan 

jabatan, maka pekabat yang mempunyai wewenang tersebut harus yakin bahwa 

dokumen informasi analisis dan data-data tersebut akan mendukung pembayaran 

kredit yang diputuskan. Karena tidak terpenuhinya unsur no 3 tersebut, maka 

menurut majelis hakim, unsure-unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan. 

Karena tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka Arga dibebaskan dari Dakwaan 

Primair yang ada. 

Selanjutnya, unsur-unsur dari dakwaan Subsidair yaitu: 

1) Unsur Anggota dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank 

2) Unsur dengan sengaja 
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3) Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 

bank 

4) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut 

melakukan perbuatan itu 

5) Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-

perbuatan yang berdiri sendiri 

 

 Dalam putusan Nomor: 1306/PID.B/PN.JKT.PST halaman 144 menyatakan 

bahwa Arga Tirta Kirana selaku Corporate Legal Officer Bank Century telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai 

dakwaan subsidair yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan 

ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan 

tersebut berbunyi “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-

undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku 

bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama.” 

Menurut Majelis Hakim, unsur pertama dan kedua telah terpenuhi secara 

fakta hukum dalam pembuktian dakwaan primair, sehingga kedua unsur tersebut 

telah terpenuhi menurut hukum. Sehubungan dengan unsur ke 3, Arga 

menyatakan bahwa dirinya tidak dapat dibebani tanggung jawab karena dalam 

melakukan tindakan tersebut dilakukan disebabkan oleh adanya perintah yang 

disebut dengan Kredit Komando, serta tindakan tersebut dilakukan karena takut 

dipecat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menganggap bahwa hal-hal tersebut tidak 

beralasan karena Para Terdakwa tidak melakukan upaya untuk tidak melakukan 

perintah tersebut, sehingga tidak melaksanakan prinsip ketaatan bank terhadap 

ketentuan perundang-undangan. Maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah 

terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur 

keempat dari dakwaan Subsidair di atas telah terpenuhi menurut hukum. Menurut 

Majelis Hakim, hal ini disebabkan oleh turut sertanya Arga melakukan proses 
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pemberian kredit atas perintah Hermanus Hasan Muslim yang tidak sesuai 

prosedur dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan sehingga 

Bank Century mengalami kerugian atau terjadinya kredit macet. Unsur kelima 

dari dakwaan subsidair menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan para 

terdakwa, yang salah satunya adalah Arga, merupakan tindakan yang berdiri 

sendiri namun memiliki unsur pidana pokok yang sejenis.  

Oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Subsidair di 

atas, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa Arga telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam 

dakwaan Subsidair tersebut. 

Namun,  Penulis mendapati beberapa kekurangan dalam pertimbangan 

hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur-unsur 

dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. Patut diingat bahwa pembuktian pasal-pasal 

pidana, harus dibuktikan secara kumulatif. Jika ada salah satu unsur pasal yang 

tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara meyakinkan dan tanpa 

keraguan, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana. Sedangkan, 

dalam kasus ini, Penulis mendapati bahwa terdapat beberapa unsur dari Pasal 49 

ayat (2) huruf b yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan dan tanpa 

keraguan dalam kasus Arga Tirta Kirana. Untuk membuktikan hal ini, Penulis 

akan memaparkan pemenuhan unsur pertama sampai dengan kelima Pasal 49 ayat 

(2) huruf b.  

Dalam unsur pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa benar Arga Tirta 

Kirana merupakan salah satu Pegawai Bank Century, sebagaimana telah 

dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga telah diakui secara benar oleh 

Majelis Hakim sebagai suatu fakta hukum.  

Dalam unsur kedua, yaitu unsur sengaja, harus dibuktikan bahwa Arga 

Tirta Kirana memang sengaja dan bermaksud untuk tidak melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan 

dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berlaku bagi bank. Penulis beranggapan bahwa unsur sengaja dalam Pasal 49 

ayat (2) huruf b tidak terpenuhi dalam kasus Arga Tirta Kirana. Hal ini 
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disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tidak adanya motif untuk melakukan 

pelanggaran langkah-langkah ketaatan bank, Arga tidak melakukan hal tersebut 

untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Terlebih lagi, Arga pun tidak 

mendapatkan keuntungan dari penandatangan pemberian kredit yang dikuasakan 

kepadanya. Melihat dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

unsur kesengajaan tidak dapat terpenuhi.  

Selanjutnya pemenuhan unsur ketiga, yaitu tidak dilaksanakannya 

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap 

ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berlaku bagi bank. Yang menjadi pertanyaan, benarkah Arga tidak 

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 

terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan 

lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama? Langkah-

langkah yang dimaksud di sini mengacu pada kebijakan perkreditan bank yang 

mengacu pada SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. 

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan 

perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan 

sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : 

a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;  

b. organisasi dan manajemen perkreditan;  

c. kebijakan persetujuan kredit;  

d. dokumentasi dana administrasi kredit; 

e. pengawasan kredit;  

f. penyelesaian kredit bermasalah. 

Namun, tugas-tugas Arga bukanlah untuk menganalisa perjanjian kredit dan 

status perusahaan-perusahaan yang meminta kredit. tugas-tugas tersebut dipikul 

oleh anak buah Arga yang mempunyai tanggung jawab sendiri. Kemudian, untuk 

menganalisa perjanjian kredit, hal tersebut dianalisa oleh suatu komite kredit. Hal 

tersebut juga serupa dengan wawancara dengan Arga yang menyatakan bahwa 

sebagai Head Corporate Legal Officer, posisinya adalah sebagai Kuasa Direksi 

berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan, baik dalam kedudukannya sebagai Head 

Corporate Legal Officer maupun dalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk 
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menandatangani Perjanjian Kredit dan akta-akta lainnya. Sebagai Head Corporate 

Legal Officer ia bukan merupakan anggota Komite Kredit dan tidak memiliki 

wewenang untuk membukukan/mencairkan kredit.
208

 Dengan demikian, 

sebenarnya Arga telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam dalam undang-undang 

perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya, sehingga Arga tidak 

mungkin dipersalahkan apabila Arga dikatakan tidak melakukan langkah-langkah 

tersebut.  

Perbedaan antara dakwaan Subsidair dan juga dakwaaan Primair adalah 

pada unsur ketiga dari masing-masing pasal. Pada unsur ketiga pasal 49 ayat (1), 

Arga tidak dinyatakan terpenuhi karena mengingat kredit yang diberikan 

berjumlah lebih dari Rp.3 Milyar, maka ia tidak memiliki kewenangan dalam 

pencairan kredit tersebut. Kewenangan dimiliki oleh 2 Komisaris dan 2 Direksi. 

Arga juga tidak memiliki tanggung jawab atas dokumen yang ia setujui karena 

berdasarkan pendapat ahli seseorang yang menandatangi suatu dokumen berarti 

sudah menyetujui dokumen berdasarkan informasi yang diterimanya, tetapi bukan 

mengambil alih tanggung jawab dari kelengkapan dokumen tersebut. Menurut 

Arga, mengenai dakwaan primair yang didakwakan kepadanya, yakni pencatatan 

palsu, ia bukanlah pihak yang melakukan pencatatan tersebut, karena pembuatan 

Analisa Aspek Legal, Surat Penegasan Kredit, Surat Kuasa Direksi, Surat 

Persetujuan Komisaris dan Konsep Perjanjian Kredit merupakan tanggung jawab 

dari Kepala Bagian Legal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan 

Direksi di tahun 2006 dan diperbarui tahun 2008 tentang Struktur Organisasi 

Divisi Corporate Legal, dimana Kepala Bagian 1 dan 2 (di bawah Head Corporate 

Legal Officer ) bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengikatan kredit 

dan jaminan.
209

 Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur ketiga Pasal 49 

ayat (2) huruf b dianggap terpenuhi karena tindakan Arga dianggap tidak 

melakukan suatu upaya atau langkah-langkah guna tidak melakukan apa yang 

diperintahkan tersebut, sehingga apa yang seharusnya dilakukan guna memastikan 

                                                
208Berdasarkan wawancara dengan Arga Tirta Kirana  

209 Ibid.  
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ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang sama sekali tidak 

dilakukan oleh Arga. Namun, berdasarkan keterangan Arga, dalam pengawasan 

terhadap jumlah pemberian fasilitas kredit, maka kewenangan jumlah pemberian 

kredit diberikan dalam bentuk yang berjenjang sesuai dengan Surat Keputusan 

Direksi dalam Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Dalam BWMK 

tersebut, diatur mengenai kewenangan Komite Kredit dari level Pimpinan Kantor 

Cabang sampai dengan level 2 anggota Direksi dengan 2 anggota Dewan 

Komisaris.
210

 

Lebih lanjut lagi mengenai Pasal 49 ayat (2) huruf b sebagai dakwaan 

subsidair yang dijatuhkan pada Arga. Jika dilihat dari sisi analisis yang berbeda 

tetapi merupakan suatu hal yang mendukung tidak terpenuhinya unsur ketiga 

Pasal ini, pada dasarnya delik Pasal 49 ayat (2) huruf b lahir setelah 

dilaksanakannya tahap-tahap pemeriksaan dan pengawasan oleh Bank Sentral 

(Bank Indonesia). Pemeriksaan dan pengawasan Bank Indonesia dalam hal ini 

berkaitan dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Bank Umum (BMPK Bank Umum). Jika suatu bank memberikan kredit hingga 

melampaui BMPK, maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Pembinaan atau 

disebut Cease and Desist Order yaitu perintah untuk melakukan sesuatu atau 

untuk tidak melakukan sesuatu oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century 

sehubungan dengan pemberian kredit bersangkutan. 

Sebagai contoh, apabila Bank Century dilarang memberikan kredit sampai 

dengan 20% dari jumlah asetnya, maka Bank Indonesia akan memberikan 

peringatan kepada Bank Century bahwa terdapat pelampauan BMPK. Setelah 

mendapatkan peringatan dari Bank Indonesia, maka Bank Century diwajibkan 

untuk menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi 

pelanggaran BMPK terkait.  Selanjutnya, apabila hal ini dilanggar, maka dapat 

dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut. Namun, apabila Bank Century 

mematuhi Surat Pembinaan dari Bank Indonesia tersebut, maka tidak dapat 

dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b.  

                                                
210 Ibid. 
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 Contoh lain, apabila sudah ditetapkan kredit kepada si A harus diturunkan 

karena adanya pelampauan BMPK, tetapi tidak dilakukan, maka dapat dikenakan 

Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut. BMPK yaitu Batas Maksimum Pemberian 

Kredit yang ditentukan oleh presentase-presentase tertentu. Bagi pihak terkait, 

BMPK yaitu 10% dari modal bank, apabila bukan pihak terkait bank, pihak 

perorangan memiliki BMPK 20%, kelompok usaha sebesar 25%, kegiatan 

infrastruktur atau BUMN sebesar 30%. 

Apabila sebagai contoh Bank Century memberikan pembiayaan kepada satu 

debitur dan melanggar BMPK, maka Bank Indonesia akan mengeluarkan Surat 

Pembinaan yang memerintahkan Bank Century untuk menyelesaikan masalah 

sehubungan dengan BMPK. Penyelesaian masalah BMPK dapat dilaksanakan 

dengan menurunkan porsi debitur dengan dijualnya pembiayaan berlebih yang 

diterima debitur ke pihak lain, atau presentasi berlebih juga dapat diambil alih 

oleh bank lain. Cara lain, dengan Bank Century sendiri yang memperbaiki 

permodalannya, agar presentase BMPK tidak melebihi modal. Apabila langkah-

langkah dalam memperbaiki BMPK tersebut telah dilakukan dan telah mematuhi 

Surat Pembinaan tersebut, maka tidak terkena Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut.  

Sehubungan dengan BMPK tersebut, Gubernur Bank Indonesia Boediono 

menceritakan, sejak pertengahan 2008, Bank Indonesia sudah mencium aroma 

ketidakberesan di Bank Century. Makanya bank sentral tersebut terus-menerus 

memanggil pemegang saham pengendali (PSP) dan pengurus bank. Mereka 

diminta komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan bank.  

 Bank Indonesia lantas menerapkan beberapa pembatasan kegiatan 

operasional bank (Cease and Desist Order-CDO) dan menagih komitmen PSP 

untuk segera menyelesaikan permasalahan surat- surat berharga valuta asing (SSB 

valas) dan permasalahan likuiditas yang dihadapi bank. Dalam letter of 

commitment (LoC) tanggal 15 Oktober 2008, PSP dan pengurus bank berjanji 

akan mempercepat perlunasan SSB valasnya. Bank juga diminta untuk menyusun 

action plan penyelesaian masalah likuiditas, perkembangan kredit dan DPK (dana 

pihak ketiga), ujar Boediono dalam keterangannya. 

 Disamping menekan PSP untuk menyelesaikan masalah keuangan bank, 

Bank Indonesia juga semakin intensif mendorong proses negosiasi Bank Century 
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dengan investor baru. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, 

keuangan bank tersebut makin memburuk, sehingga pengambilalihan Bank 

Century tidak juga dapat direalisir, kata Boediono. 

 Ternyata, Bank Century tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahannya 

sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. Kondisi bank ini terus memburuk 

secara drastis pada 20 November 2008. Hal ini terlihat dari penurunan rasio 

kecukupan modal (capital adequacy ratio) bank. Bedasarkan kondisi tersebut, 

Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai bank gagal. Di tanggal yang 

sama KSSK memutuskan bahwa Bank Century adalah bank gagal yang 

berdampak sistemik. Akibatnya bank tersebut diambil alih pemerintah melalui 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
211

 

 Menurut Arga, ia tidak tahu menahu masalah adanya Cease and Desist 

Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan dari Bank Indonesia mengenai kasus 

pemberian kredit yang menyangkut pada dirinya tersebut. Dalam kapasitasnya 

yang hanya berwenang dalam pengikatan kredit, dan sehubungan dengan kasus ini 

ia hanya dikuasakan oleh direksi, ia tidak tahu menahu mengenai Cease and 

Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan karena saat itu ia dikuasakan direksi 

untuk segera menandatangani pengikatan kredit tersebut.  

Berdasarkan Surat Kuasa umum pengangkatan Arga sebagai Head 

Corporate Legal Officer seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maupun Surat 

Kuasa khusus direksi yang mengkuasakan Arga untuk menandatangani akta-akta 

serta surat-surat lain sehubungan dengan pemberian kredit dalam kasus ini, Arga 

tidak memiliki kewajiban menurut hukum terkait dengan action plan. Maka dari 

hal tersebut dapat terlihat bahwa Arga tidak memiliki tanggung jawab terkait 

dengan action plan sehingga tanggung jawab sehubungan dengan action plan 

tersebut berada pada direksi.  

Karena hal-hal tersebut, Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat 

Pembinaan berada di luar tanggung jawab Arga dalam posisinya sebagai Head 

Corporate Legal Officer dalam Bank Century. Dengan demikian, seharusnya 

hakim tidak dapat menjatuhkan kepada Arga vonis atas dakwaan subsidair Pasal 

                                                
211 http://hukumonline.com/berita/baca/hol20676/bank-indonesia-dituntut-lebih-transparan, 

diakses 28 Juni 
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49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. Pada dasarnya, Pasal 49 ayat (2) huruf  b UU 

Perbankan, dalam praktik perbankan tidak dapat serta merta dijatuhkan, kecuali 

terjadi pelanggaran terhadap Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat 

Pembinaan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut. Dalam kasus ini, Arga 

tidak mengetahui ada atau tidaknya Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat 

Pembinaan, serta tidak memiliki tanggung jawab untuk mengetahui berdasarkan 

surat kuasa yang diberikan. Maka secara tidak langsung, tidak terjadi adanya 

pelanggaran terhadap Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan 

tersebut, sehingga hal ini dapat melepaskan Arga dari jeratan Pasal 49 ayat (2) 

huruf b UU Perbankan. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pemberian kredit 

dalam kasus ini tetap berada pada pihak direksi sebagai si pemberi kuasa.  

Untuk memenuhi unsur keempat Pasal 49 ayat (2) huruf b, maka Jaksa 

Penuntut Umum harus membuktikan bahwa Arga merupakan Pihak yang 

melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tidak 

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 

terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Berdasarkan surat kuasa yang 

diberikan oleh direksi kepada Arga, Arga memang diberikan kewenangan untuk 

menandatangani perjanjian kredit tersebut. Namun, berdasarkan keterangan 

Terdakwa I, direksi telah menyetujui pencairan kredit terkait. Dari fakta ini, dapat 

dilihat bahwa Arga tidak terlibat dalam proses pertimbangan pemberian kredit 

yang telah dilaksanakan oleh Direksi Bank Century. Oleh karena itu, jelas sudah, 

bahwa Arga tidak bertanggung jawab dalam kasus ini karena sebagai penerima 

kuasa Arga tidak dapat disalahkan dan direksi telah memberikan “lampu hijau” 

untuk menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga, seharusnya Arga terlepas 

dari segala tanggung jawab untuk mempertimbangkan kembali proses pemberian 

kredit terkait, karena hal itu sudah dilakukan, atau sudah melewati proses yang 

seharusnya dilakukan, oleh Direksi Bank Century. 

Terakhir, dalam unsur kelima, Penulis beranggapan bahwa unsur pasal ini, 

yaitu unsur berdiri sendiri, tidak dapat diaplikasikan maupun dibuktikan kepada 

Arga Tirta Kirana. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arga Tirta Kirana 

menerima kuasa dari Direksi Bank Century. Sehingga, segala hal yang dilakukan 
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oleh Arga dapat dikatan bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang 

lain. Hal ini sejalan dengan prinsip vicarious liability sebagaimana telah 

dijelaskan dalam sub-bab 3.4.1. Terlebih lagi, dalam kasus ini Arga diberikan 

kuasa untuk semata-mata menandatangani akta dan surat-surat sehubungan 

pemberian kredit dan bukan untuk melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai 

proses pemberian kredit perusahaan-perusahaan bersangkutan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa Arga dalam kasus ini tidak bertindak secara berdasarkan 

keinginannya sendiri, melainkan telah mendapatkan kuasa yang telah dijelaskan 

sebelumnya dalam karya tulis ini.  

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis 

beranggapan bahwa unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b tidak dapat terpenuhi, 

baik secara sebagian atau kumulatif. Dengan tidak dapat terpenuhinya salah satu 

unsur pasal ini, maka berdasarkan teori pembuktian kumulatif dari pasal-pasal 

tindak pidana, dan juga melihat dari hierarki wewenang praktik perbankan, maka 

Arga tidak dapat dipersalahkan maupun dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat 

(2) huruf b.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yang dapat menjawab permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: 

1. Pengaturan proses pemberian kredit dalam Bank Century diatur dalam 

Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank serta Surat 

Keputusan Direksi PT Bank Century tentang Kebijakan Perkreditan Bank 

dan Pedoman Pelaksanaan Kredit. Hal tersebut tentu saja mengacu pada 

UU Perbankan serta UU terkait lainnya. Secara singkat, dalam pengajuan 

kredit calon debitur membuat permohonan fasilitas kredit melalui kantor 

cabang, kemudian Bank meminta dokumen penunjang yang dibutuhkan 

sesuai kebutuhan bank demi melengkapi permohonan kredit tersebut. 

Setelah itu bank melakukan survey ke lokasi perusahaan serta lokasi lain 

yang dibutuhkan demi melakukan survey atas jaminan yang akan 

dijaminkan apabila jaminan berbentuk aset. Apabila analisa kantor cabang 

terhadap pemohon kredit / debitur terpenuhi, maka cabang menyiapkan 

permohonan kredit untuk diajukan kepada Komite Kredit dalam bentuk 

Formulir Persetujuan Kredit (FPK) serta Memo Analisa Kredit (MAK). 

Selanjutnya dilakukanlah Analisa Aspek Legal oleh Bagian Legal 1 atau 2 

di Divisi Corporate Legal berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, yang 

kemudian diajukan ke Komite Kredit untuk dimintakan persetujuan. 

Setelah adanya persetujuan Bank menyampaikan syarat dan kondisi 

fasilitas pemberian kredit ke Debitur, dan apabila Debitur menyetujui, 

maka dilakukan pengikatan kredit dan jaminan yang diserahkan. Setelah 

pengikatan kredit dilakukan, kemudian akan dibukukan oleh Divisi 

Setelmen Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK). 

  

Namun, pada faktanya terdapat praktik Kredit Komando di mana kredit 

dicairkan terlebih dahulu atas perintah direksi sebelum pengikatan 
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ditandatangani. Menurut penulis hal tersebut merupakan hal yang 

menyebabkan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya 

dilakukan dalam pemberian kredit di Bank Century. Dalam hal ini, 

pengikatan dilakukan setelah kredit cair. Penandatanganan pengikatan 

tersebut dilakukan oleh Arga selaku Head Corporate Legal Officer demi 

kelengkapan dokumen pemberian kredit. Perbedaan praktik pemberian 

kredit dengan Kebijakan Perkreditan yang ada disebabkan oleh adanya 

perintah dari Pemegang Saham Bank yakni Robert Tantular maupun 

Direktur Kredit yang merupakan Direktur Utama, sehingga karyawan, 

kepala divisi, kepala kantor wilayah, maupun pimpinan cabang harus 

menjalankannya.  

 

2. Berdasarkan pembahasan baik dalam teori maupun analisa, maka tanggung 

jawab Head Corporate Legal Officer dalam pemberian kredit di Bank 

Century hanya dalam proses administrasi pengikatan kredit. Hal ini juga 

tertuang dalam tugas Head Corporate Legal Officer seperti yang 

tercantum dalam putusan NOMOR: 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST yaitu 

memantau, memeriksa, dan melaksanakan pengikatan kredit atau 

perjanjian lainnya. Selanjutnya, dalam surat Kuasa Umum 

No.177/Century/D/SK/IX/2005 disebutkan bahwa sebagai Head 

Corporate Legal Officer maka ia  dikuasakan untuk Mewakili PT Bank 

Century Tbk khususnya Divisi Legal, Menandatangani seluruh cek, giro 

dan warkat kliring yang berkaitan dengan unit kerja sesuai dengan 

wewenang yang diberikan oleh PT Bank Century Tbk, Untuk tindakan 

tertentu yang mewakili Direksi PT Bank Century Tbk diluar wewenang 

yang telah diberikan, hal tersebut akan diberikan Surat Kuasa khusus, 

serta, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Kepala Divisi Legal / 

Head Corporate Legal Officer sesuai dengan yang telah diatur Perusahaan. 

Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa tugas memantau, memeriksa, 

serta melaksanakan, hanya di tingkat pengikatan kredit. Begitu pula, 

apabila dilihat dari pemberian kuasa oleh direksi kepada Head Corporate 

Legal Officer, dimana ia diharuskan untuk melaksanakan wewenang yang 
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diberikan berdasarkan Surat Kuasa khusus, maka hal yang dikuasakan 

harus dilaksanakan.  Apabila dilihat dari teori pemberian kuasa, tanggung 

jawab tetap diemban oleh si pemberi kuasa yaitu dalam hal ini Direksi. 

Oleh karena itu dakwaan Primair maupun Subsidair yang didakwaan 

kepada Arga Tirta Kirana selaku Head Corporate Legal Officer 

merupakan di luar tanggung jawab Arga.  

Apabila disinggung mengenai adakah pelanggaran terhadap Cease or 

Desist Order/Action Plan/Surat Pembinaan sehubungan dengan BMPK, 

maka hal tersebut juga di luar tanggung jawab Arga. Arga tidak tahu 

menahu mengenai BMPK tersebut. Begitu pula apabila dilihat dari Surat 

Kuasa yang dikuasakan kepadanya oleh direksi, Arga tidak memiliki 

tanggung jawab dalam action plan tersebut. Oleh karena itu, pasal 49 ayat 

(2) huruf b UU Perbankan tidak dapat dijatuhkan kepada Arga, karena 

dalam hal ini Arga tidak memiliki tanggung jawab dalam action plan 

tersebut, mengingat bahwa pasal tersebut dapat dijatuhkan sehubungan 

dengan dilakukan maupun tidak dilakukannya action plan. Dalam hal ini 

hakim tidak teliti mengenai bagaimana berlakunya pasal 49 ayat (2) huruf 

b UU Perbankan tersebut. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dan masukan 

sebagai berikut: 

1. a. Kepada Bank Mutiara (dulunya Bank Century)  khususnya, perlu 

dilakukan perbaikan dalam proses pemberian kredit di mana proses 

yang seharusnya dijalankan berdasarkan peraturan, pada praktiknya 

tidak berjalan seperti semestinya. Dalam pemberian Kredit terdapat 

hal yang dinamakan Kredit Komando di mana kredit harus 

dibukukan karena danya perintah dari Pemegang Saham Bank 

maupun Direktur. Maka untuk meminimalisir kasus-kasus yang 

tidak diinginkan ke depannya, semestinya dibuat suatu peraturan 

yang ketat mengenai pemberian kredit itu sendiri.  

b. Kepada Bank Mutiara (dulunya Bank Century) khususnya perlu 

diperjelas, dalam Surat Direksi serta Surat Kuasa umum 
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pengangkatan pegawai, mengenai kewenangan  masing-masing 

pegawai sesuai dengan pedoman  hierarki wewenang dalam 

kegiatan sehari-hari perbankan Bank Mutiara (dulunya Bank 

Century), khususnya dalam kasus ini mengenai wewenang Head 

Corporate Legal Officer agar tidak lagi terulang kasus-kasus serupa. 

2. Kepada Bank Indonesia, agar terhadap proses pengawasan pemberian  

kredit oleh bank-bank dilaksanakan dengan lebih baik dan ketat. Agar 

dilakukan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan pemberian kredit 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan 

regulasi yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia yang berkaitan dengan 

perkreditan bank.  
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